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ABSTRAK 
Nama : Fadlan Maula 
Nim : 10800112041 
Judul : Evaluasi dan Tantangan Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi 
Berbasis Akrual Sebagai Wujud Pencapaian Good Governance (Studi 
Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) 
 
Skripsi ini membahas tentang penerapan akutansi berbasis akrual di Dinas 
PPKAD Kabupaten Bantaeng dengan tujuan mengetahui evaluasi dan tantangan 
Dinas PPKAD dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud 
pencapaian good governance. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng terkhusus bagi Dinas PPKAD dalam menerapkan 
akuntansi berbasis akrual agar kedepannya bisa berjalan optimal. 
Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (PPKAD) yang berada di Kabupaten Bantaeng denga jenis penelitian 
kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara, 
studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet searching. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta 
mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di  
Dinas PPKAD belum begitu efektif. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan 
aparatur yang belum sepenuhnya paham dan menguasai SAP berbasis akrual. 
Namun, manfaat dengan diterapkannyaa SAP berbasis akrual sudah dirasakan. 
Tantangan pemerintah dalam menerapkan SAP tersebut ditinjau dari komitmen 
pimpinan yaitu pemerintah telah mendukung perubahan SAP berbasis akrual dengan 
adanya regulasi yang jelas yakni sistem, posedur, dan kebijakan akuntansi ditambah 
Peraturan daerah dan Peraturan Bupati lainnya yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi dan IT serta kelengkapan sarana dan 
prasarana sudah tersedia dan memadai. Saat ini telah dibuat Lab Akuntansi dalam 
menunjang penerapan SAP berbasis akrual. Untuk mengantisipasi munculnya 
resistensi aparatur, telah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2012-2014 untuk lebih 
memperkenalkan dan melatih SDM. Tetapi ditinjau dari sumber daya manusia, staf 
di Dinas PPKAD belum sepenuhnya paham mengenai penerapan SAP berbasis 
akrual. Masih kurangnya jumlah SDM khusunya staf yang berlatar belakang 
pendidikan akuntansi dan kurangnya pelatihan secara berkala menjadi tantangan 
dalam penerapan SAP berbasis akrual. Diterapkan akuntansi berbasis akrual dan 
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan good 
governance. 
 
Kata Kunci: Akuntansi berbasis akrual dan Good governance 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara agar dijalankan secara 
transparan dan akuntabel menjadi isu penting di pemerintahan Indonesia saat ini. 
Sejalan dengan munculnya New Public Management (NPM) dan harapan masyarakat 
akan iklim pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat segera terwujud. 
Perwujudan good governance memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru 
yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu menciptakan pengelolaan 
keuangan yang lebih baik bagi pemerintahan Indonesia terutama dalam 
memberdayakan daerah agar dapat berkompetisi secara regional, nasional maupun  
internasional dan bukan menjadi pemerintah daerah yang terus menerus  bergantung 
pada pemerintah pusat.  
Suatu bentuk pencapaian good governance dalam konteks otonomi daerah, 
sekaligus upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan 
kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya reformasi kelembagaan 
(institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). 
Terkait reformasi manajemen publik, organisasi sektor publik perlu mengadopsi 
beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta. Selain itu, 
dalam mendukung pencapaian good governance, maka diperlukan serangkaian 
reformasi lanjutan terkait sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
(Batubara,2006). 
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Pemerintah pusat maupun daerah memerlukan perubahan dibidang  akuntansi  
pemerintahan  dikarenakan melalui  sistem  akuntansi yang baik akan menghasilkan 
informasi keuangan yang relevan. Maka dari itu, perubahan di bidang akuntansi 
harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya SAP (Langelo 
dkk,2015). Melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan ini 
menyusun Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang ditetapkan melalui 
PP nomor 71 tahun 2010 tentang akuntansi pemerintah menggantikan PP nomor 24 
tahun 2005. Menurut Mardiasmo (2003) teknik akuntansi berbasis akrual dinilai 
dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan relevan untuk 
pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan pemerintah menyediakan layanan 
publik yang optimal dan sustainable.  
Penerapan SAP berbasis akrual pada sektor publik dikarenakan akuntansi 
berbasis kas yang sebelumnya dianut dianggap sudah tidak lagi sesuai dalam 
menyajikan gambaran keuangan yang akurat. Hal tersebut yang mendorong beberapa 
negara yang terlebih dahulu mengadopsi akuntansi akrual secara penuh dengan 
sistem penganggaran berbasis akrual agar memiliki laporan keuangan yang 
mencerminkan posisi keuangan yang lebih akurat bagi pemerintahan mereka 
(Mahadi dkk, 2014). Kecenderungan Negara-negara untuk mempergunakan metode 
pencatatan dengan basis akrual terus meningkat walaupun ada perdebatan dari para 
ahli mengenai keuntungan dan kerugiannya. 
  Pihak yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual menyatakan 
bahwa penggunaan basis akrual di sektor publik akan memberikan manfaat yang 
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lebih baik dibandingkan jika sektor publik hanya menggunakan basis kas. Akuntansi 
berbasis Akrual juga diharapkan menjadi jawaban yang tepat atas meningkatkanya 
tekanan dari masyarakat agar sektor publik dapat membangun tata kelola keuangan 
yang lebih baik (Novitsari,2014). Tahun 2015 merupakan tahun dimana penerapan 
akuntansi berbasis akrual sudah harus diterapkan secara penuh disetiap lini 
pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi pemerintah 
mengingat penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual saja masih banyak 
mendapat hambatan.  
Salah satu kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ialah kondisi 
pemerintah yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur untuk menerapkan 
SAP berbasis akrual serta kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun 
berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, namun belum sepenuhnya  sesuai  dengan  PP  
tersebut  karena masih  banyak  laporan  keuangan  yang  mendapat opini disclaimer 
dari BPK RI (Kusuma dan Fuad, 2013). Aparat pemerintah yang tidak kompeten dan 
cenderung resisten terhadap perubahan serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan 
masih menjadi masalah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. 
Sebagai upaya dalam mewujudkan pengelolaan sektor publik yang lebih 
responsif dan akuntabel, teori Stewardship (Donaldson dan James,1991) adalah teori 
yang mendukung akan pencapaian tujuan tersebut dengan mengungkapkan hubungan 
antara steward dan principal, dimana principal sebagai pemberi mandat memberikan 
tanggungjawab kepada steward atau pihak pemerintah agar bekerja dan berfokus 
pada hasil yang ingin dicapai tanpa berusaha mementingkan dirinya sendiri 
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melainkan untuk kepentingan publik serta bertanggungjawab atas amanah yang 
diberikan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan 
penerapan akuntansi berbasis akrual, Teori implementasi (George C dan Edward III, 
1980) dalam Juliartha (2009) juga mengungkapkan 4 faktor yang menjadi kriteria 
penting dalam implementasi suatu kebijakan, diantaranya komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan struktur birokrasi yang diharapkan mampu menekan perilaku Korupsi 
Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam lingkup pemerintahan. 
Perilaku KKN merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena 
sifatnya mengambil hak yang bukan milik kita dan berakibat merugikan orang lain, 
dalam Islam dijelaskan tentang larangan perbuatan tersebut yang terkandung dalam 
QS An-Nisa/4:29 yang berbunyi: 
                                
                               
  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. (QS An-Nisa/4:29) 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk 
memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta 
orang lain dengan jalan yang batil, yaitu jalan yang tidak dibenarkan oleh syari’at. 
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Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan yang benar 
(perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas). 
Terkait manfaat yang dikandung akuntansi berbasis akrual, terdapat diskusi 
dan argumen di sekitar  penerapan akuntansi akrual di sektor publik. Salah satu 
perdebatan tersebut menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual tidak sesuai 
diterapkan pada sektor publik karena perbedaan tujuan dan karakter ekonomi 
pengambilan keputusan antara sektor publik dan swasta. Ariplie (2015) 
menambahkan sejumlah masalah muncul ketika memutuskan beralih ke akuntansi 
akrual, keputusan ini harus dibuat berkaitan dengan metode penilaian yang akan 
digunakan, apakah menggunakan biaya historis (historical cost) atau biaya saat ini 
(current cost). 
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini diamanatkan untuk 
menerapkan SAP berbasis akrual penuh, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bantaeng. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga telah 
menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh ialah Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantaeng yang menjadi objek 
dalam penelitian ini. DPPKAD yang terbagi dalam 4 bidang antara lain bidang 
pendapatan, anggaran, administrasi keuangan, dan aset daerah yang berfungsi 
merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan 
umum serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam menyusun laporan keuangannya juga 
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telah sesuai panduan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.  
Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng termasuk DPPKAD 
menerapkan akuntansi berbasis kas pada laporan keuangannya, baru pada tahun 2014 
DPPKAD menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh walaupun 
penerapannya belum begitu maksmal. Maka dari itu, peneliti ingin mengevaluasi dan 
mengetahui tantangan yang dihadapi oleh DPPKAD dalam menerapkan akuntansi 
berbasis akrual sebagai bentuk pencapaian Good Governance. Adapun judul yang 
diangkat dalam penelitian ini yaitu “Evaluasi dan Tantangan Pemerintah Dalam 
Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Wujud Pencapaian Good 
Governance (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Bantaeng) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
  Fokus penelitian ini adalah bagaimana evaluasi dan tantangan Dinas PPKAD 
dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat mewujudkan good 
governance. Dimana melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 
menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang ditetapkan melalui 
PP nomor 71 tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah menggantikan PP nomor 24 
tahun 2005 yang mengisyaratkan bahwa tahun 2015 ialah batas akhir penerapan 
akuntansi berbasis kas menuju akrual dan selanjutnya akuntansi berbasis akrual 
sudah harus di implementasikan secara penuh pada lini pemerintahan di Indonesia. 
Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan good governance maka 
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perlu adanya perubahan  dibidang  akuntansi  pemerintahan. Akuntansi berbasis 
akrual dipilih karena mampu menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif 
dan relevan untuk pengambiln keputusan. 
 Objek dalam penelitian ini ialah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah di Kabupaten Bantaeng. Pemilihan objek berupa salah satu SKPD 
dikarenakan penerapan akuntansi berbasis akrual secara optimal tidak hanya dinilai 
dari lini pemerintahan yang besar, tetapi juga memperhatikan lini pemerintahan yang 
kecil agar mampu memberdayakan daerah sehingga dapat berkompetisi secara 
regional, nasional maupun  internasional dan bukan menjadi pemerintah daerah yang 
terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. 
 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan 
secara mendalam yang dianggap berkompeten dan memiliki kapasitas dalam 
memberikan informasi tentang bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada 
instansi tersebut dan apa saja hasil evaluasi dan tantangan di balik penerapan 
akuntansi berbasis akrual yang merupakan bentuk pencapaian good governnce. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dimana penerapan 
akuntansi berbasis akrual mampu mewujudkan good governance dan menekan 
perilaku oportunistik, akan tetapi masih ditemukan berbagai kendala dan tantangan 
terkait penerapan akuntansi berbasis akrual penuh mengingat  akuntansi berbasis kas 
saja masih banyak mendapat hambatan seperti perbedaan dalam tujuan dan karakter 
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ekonomi pengambilan keputusan antara sektor publik dan swasta, maka rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Bagaimanakah hasil evaluasi dan tantangan Dinas PPKAD dalam menyikapi 
penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
2. Bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual mampu mendukung 
pencapaian good governance? 
 
D. Kajian Pustaka  
 Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat evaluasi dan tantangan 
pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud pencapaian 
good governance, adapaun hasil dari penelitian sebelumnya yaitu : 
   Tabel 1.1  
Hasil Penelitian Terdahulu 
 
No Judul dan Nama 
Peneliti 
Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1. Analisis Kesiapan 
Pemerintah Daerah 
Dalam Menerapkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis 
Akrual Di Kabupaten 
Gianyar. 
(Widyastuti dkk :2015) 
Kualitatif 
interpretif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesiapan pemerintah 
Kabuaten Gianyar dilihat dari 
kualitas SDM belum 
sepenuhnya menguasai basis 
akrual dan masih dibutuhkan 
pelatihan-pelatihan, kesiapan 
dari segi sisem informasi 
akuntansi sudah menyiapkan 
software dan hardware yang 
mendukung SAP berbasis 
akrual dan kesiapan dari segi 
komitmen organisasi ialah 
pemerintah telah mendukung 
namun lebih meningkatkan 
koordinasi kepada SKPD 
lainnya.  
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2. Analisis Kesiapan 
Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual 
Berdasarkan PP. No. 71 
Tahun 2010 Pada Dinas 
Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan 
Dan Barang Milik 
Daerah Kota Tomohon.  
(Sitorus dkk : 2015) 
Kualitatif 
interpretif 
DPPKBMD Kota Tomohon 
dari segi kesiapan penerapan 
SAP berbasis akrual  belum 
memiliki kesiapan, tetapi 
sudah menerima sosialisasi 
yang dilakukan pemerintah 
terhadap pengenalan SAP 
tersebut. Hambatan yang 
dialami DPPKBMD Kota 
Tomohon dalam penerapan 
SAP berbasis akrual ialah 
penempatan SDM yang 
kurang tepat berdasarkan latar 
belakang pendidikan yang 
dimiliki.  
 
3 
. 
Implementasi Sistem 
Akuntansi 
Pemerintahan 
Dalam Mewujudkan 
Good Government 
Governance 
Pada Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Utara 
(Manossoh : 2015) 
Kualitatif  Manfaat yang diberikan pada 
pemerintah daerah yaitu dapat 
meningkatkan efisiensi dan 
produktivitas, meningkatkan 
kepercayaan publik, menjaga 
kelangsungan pemerintahan 
daerah dan dapat mengukur 
target kinerja pemerintah 
daerah. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui hasil evaluasi dan tantangan Dinas PPKAD dalam menyikapi 
penerapan akuntansi berbasis akrual. 
b. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mendukung 
pencapaian good governance.  
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2. Kegunaan Penelitian   
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
antara lain: 
a. Manfaat Teoretis 
Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan standar akuntansi pemerintah, khususnya mengenai 
basis akrual. Teori Stewardship dan implementasi dapat pula dijadikan sebagi 
pedoman dan acuan bagi masyarakat dengan perannya sebagai pemberi amanah yang 
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau tuntutan 
kepada pemerintah dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi layanan agar dalam 
proses implementasinya dapat dengan efektif yang bukan untuk kepentingan individu 
semata tetapi bekerja dengan mengoptimalkan kepentingan publik sehingga dapat 
segera mewujudkan iklim pemerintahan yang lebih responsif atau good governance. 
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi  peneliti khususnya 
bagi orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintah terkhusus 
mengenai basis akrual, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 
penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 
memecahkan berbagai masalah praktis sehubungan dengan penerapan akuntansi 
pemerintah berbasis akrual yang diharapkan dapat  meminimalkan terjadiya 
kesalahan serta lebih memperkenalkan akan manfaat penerapan akuntansi berbasis 
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akrual. Memberikan pemahaman yang lebih mengenai SAP berbasis akrual dan 
fungsinya dalam memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat dan transparan  
sehingga implementasinya kedepan dapat berjalan secara optimal dan mampu 
menekan perilaku KKN pada lini pemerintahan.   
c. Manfaat Regulasi 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah/ badan legislatif 
untuk pengembangan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
berbasis akrual dan dapat dilakukan pengawasan yang serius mengingat penerapan 
akuntansi kas menuju akrual saja masih banyak mengalami hambatan, apalagi SAP 
berbasis akrual ini merupakan standar baru bagi akuntansi pemerintahan di Indonesia 
dan penerapan penuhnya baru dimulai pada tahun 2015. Dengan 
pengimplementasian good governance maka selaras pula dengan Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dapat menciptakan tata 
kelola pemerintahan yang lebih optimal. 
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 BAB II  
TINJAUAN TEORETIS 
 
A.   Teori Stewardship ( Stewardship Theory) 
 Teori stewardship (Donaldson,1991) adalah teori yang menggambarkan 
situasi dimana para manajer  tidaklah  termotivasi  oleh  tujuan-tujuan individu tetapi 
lebih ditujukan pada sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan  organisasi,  
sehingga  teori  ini mempunyai  dasar  psikologi  dan  sosiologi yang  telah  
dirancang  dimana  para eksekutif  sebagai steward termotivasi untuk bertindak 
sesuai keinginan principal, selain  itu  perilaku  steward  tidak  akan meninggalkan  
organisasinya  sebab steward  berusaha  mencapai  sasaran organisasinya. Teori ini 
didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif  dalam  
perusahaan  sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan  cara  terbaik  
pada  principalnya. 
   Teori stewardship lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa 
berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan 
organisasi/publik. Principle sebagai pemberi tanggung jawab juga memiliki peran 
memonitori steward dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima wewenang. 
Steward atau pihak pemerintah juga harus memaksimalkan tanggung jawab yang 
diberikan masyarakat agar kinerja dan penerapannya dapat berjalan dengan baik dan 
optimal demi terciptanya good governance . 
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 Pada Teori stewardship, model of man  ini  didasarkan  pada  pelayan  yang 
memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama  
dalam  organisasi,  memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas  
tinggi  daripada  individunya  dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori 
stewardship  terdapat  suatu  pilihan  antara perilaku  self  serving  dan  
proorganisasional, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan  dari  kepentingan  
organisasi adalah  bahwa  perilaku  eksekutif disejajarkan  dengan  kepentingan  
principal dimana para steward  berada. Steward akan menggantikan  atau  
mengalihkan  self serving  untuk  berperilaku  kooperatif. Sehingga  meskipun  
kepentingan  antara steward  dan  principal  tidak sama,  steward tetap  akan  
menjunjung  tinggi  nilai kebersamaan (Anton,2010) 
 Walaupun dalam hubungan antara steward dan principle sangat rentan terjadi 
masalah, seperti perilaku oportunistik yang kadang dialami oleh penerima kebijakan 
(steward) yang kenyataannya sampai saat ini pelaku KKN masih menjadi ancaman 
bagi bangsa Indonesia. Apalagi perilaku tersebut sangat melekat pada pengelolaan 
keuangan daerah yang bisa dikatakan belum transparan dan jauh dari harapan 
masyarakat akan akuntabilitas publik yang baik. Tuntutan masyarakat ini muncul 
karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara 
konsisten disetiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab 
lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi Negara (Auditya dkk, 
2013). Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat pula mendorong transparansi 
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pengelolaan keuangan dan menyajikan informasi  keuangan yang lebih baik dan 
komprehensif.  
Steward diharapkan agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi 
(principal dengan memberikan kinerja yang optimal dan bersifat terbuka. 
(Zoelisty,2014) Teori stewardship dapat  diterapkan  pada  penelitian  akuntansi  
organisasi  sektor publik yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi 
sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi 
hubungan antara stewards dengan principals. Fungsi teori stewardship disini juga 
menjaga kepercayaan yang diberikan principals seperti meningkatkan transparansi 
dan kinerjanya dengan menjalankan SAP berbasis akrual secara bersungguh-sungguh 
karena dengan menerapkan SAP tersebut diyakni dapat mencerminkan transparansi 
dalam pengeolaan keuangan yang lebih baik. Teori  stewardship ini  diharapkan 
dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu 
berfokus pada pencapian hasil yang optimal dan berguna bukan hanya untuk individu 
melainkan untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar pemikiran agar tata 
kelola pemerintahan kita jauh dari tindakan oportunisitik. 
   
B.  Teori Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu 
banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. 
Menurut (Aneta,2010) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas 
dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu 
bersentuhan dengan kepentingan publik serta  dapat  diterima oleh publik. Dalam hal 
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ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi 
kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi  jika  pada  tahapan 
implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka  tentu  tidak  jelas apa  
yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada  akhirnya pun dipastikan 
bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan akan  menghasilkan penilaian bahwa antara 
formulasi dan implementasi kebijakan  tidak  seiring sejalan, bahwa implementasi 
dari kebijakan  itu tidak sesuai  dengan  yang  diharapkan, bahkan menjadikan 
produk kebijakan itu sebagai batu sandungan  bagi pembuat kebijakan itu sendiri. 
Menurut Edward III (1980) dalam Juliartha (2009) mengungkapkan empat 
faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan, 
diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi 
berkenaan dengan keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Sumber 
daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas  dan konsistensi, 
tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, 
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud 
sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya finansial. 
Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor 
seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 
disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Struktur birokrasi yang bertugas 
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mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan. 
 Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah 
adanya prosedur operasi yang berstandar (standard operating procedures) atau SOP. 
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Model  
implementasi  ini berangkat  dari  sejumlah  pertanyaan  tentang prakondisi-
prakondisi apa yang dapat membuat implementasi  suatu  kebijakan  dapat  berhasil 
(Suherta dkk). Teori implementasi ini merupakan teori yang sangat mendukung akan 
pencapaian suatu hasil yang optimal dan efektif yang pada penelitian ini diharapkan 
dapat menciptakan good governance. Untuk mencapai sasaran tersebut hal yang 
perlu diperhatikan dan menjadi titik fokus ialah tahap implementasiya. Penerapan 
accraul basis juga membutuhkan suatu persiapan yang matang dan kompleks seperti 
sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, komitmen yang kuat dari para pelaku 
atau pelaksana kebijakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan lainnya. 
 
C.    Akuntansi Berbasis Akrual  
Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 
Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen modern 
(NPM) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai 
biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam 
pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas (Widyastuti dkk ,2015).  
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Pengadopsian NPM di Indonesia dalam bidang reformasi keuangan Negara 
dimulai dengan diberlakukannya paket undang-undang bidang keuangan negara (UU 
No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Salah satu ketentuan dalam 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu mewajibkan 
adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan laporan 
keuangan bagi instansi pemerintah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang 
Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP dimaksud ditetapkan dalam suatu 
peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Salah satu 
ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas 
menjadi basis akrual (Kusuma dan Fuad,2013).  
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
“Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa 
akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya 
transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan”. 
Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat 
kewajiban timbul atau sumber daya di konsumsi. Pelaporan berbasis akrual 
memungkinkan pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah  dan 
perubahannya,bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan  
kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur  kapasitas  pemerintah yang  
sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah 
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untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan 
dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut 
(Asfiansyah,2015) 
Dikutip dalam modul gambaran umum akuntansi berbasis akrual, Akrual 
basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: 
1. Pengakuan pendapatan : 
Saat pengakuan pendapatan pada basis akrual adalah pada saat pemerintah 
mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan pemerintah. Dalam 
konsep basis akrual, mengenai kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang 
kurang penting. Oleh karena itu, dalam basis akrual kemudian muncul estimasi 
piutang tak tertagih sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. 
2. Pengakuan beban :  
Pengakuan beban dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. 
Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik 
ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun beban tersebut 
belum dibayar. 
  Akuntansi akrual memang dianggap ideal karena memberikan gambaran yang 
lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi jika dibandingkan dengan 
akuntansi berbasis kas.  Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi 
komprehensif  sangat  perlu  dilakukan  karena  akan  memengaruhi  banyak  hal  
disamping perubahan teknik akuntansi yang pasti terjadi (Ritonga). Alasan 
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diterapkannya akuntansi berbasis akrual karena basis akuntansi yang sebelumnya 
dianut yaitu akuntansi berbasis kas (cash basic) dianggap sudah tidak lagi relevan. 
Adapun kelemahan pencatatan Akuntansi berbasis kas (Ritonga) ialah 
sebagai berikut :  
1. Metode kas basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia. 
2. Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya 
pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas. 
3. Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya 
estimasi piutang tak tertagih. 
4. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relatif kecil seperti toko, 
warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang 
informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card 
dikategorikan juga sebagai kas basis). 
5. Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban. 
6. Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena 
pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar. 
7. Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena 
selalu berpatokan kepada kas. 
Dengan demikian, diamanatkannya penggunaan basis akrual disebabkan 
alasan-alasan  sebagai berikut: 
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1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk 
pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan 
piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. 
2. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk 
menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. 
3. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang 
dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban. 
   Adapun keunggulan basis akrual antara lain : 
1. Metode akuntansi akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan 
ekuitas dana. 
2. Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih 
handal dan terpercaya. 
3. Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan 
lebih handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima. 
4. Banyak digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan 
Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu 
perusahaan untuk menggunakan basis akrual). 
5. Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan 
dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih. 
6. Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing 
akun sesuai dengan transaksi yang terjadi. 
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7. Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima 
dapat diakui sebagai pendapatan. 
8. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam 
menentukan kebijakan perusahaan kedepanya. 
9. Adanya pembentukan pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga 
dapat mengurangi resiko kerugian. 
Kelemahan: 
1. Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas 
menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi 
yang memadai. 
Berdasarkan Modul Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah, 
laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok 
SAP berbasis akrual tercakup dalam kerangka konseptual dan penyajian laporan 
keuangan (PSAP Nomor 01). Beberapa pokok SAP tersebut yang perlu diketahui 
untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi:  
1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan  
Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Akuntansi disamping Entitas 
Pelaporan. Pada paragraf tersebut dijelaskan bahwa entitas akuntansi merupakan unit 
pada pemerintahan yang  mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang 
menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi 
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yang diselenggarakannya sesuai dengan SOTK Pemerintah Daerah masing-masing 
antara lain:  
a. Sekretariat Daerah;  
b. Sekretariat Dewan;  
c. Dinas;  
d. Badan;  
e. Kantor;  
f. Kecamatan; dan  
g. Kelurahan  
Kemudian Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan 
yang bertujuan umum dalam konteks pemerintah daerah entitas pelaporan, terdiri 
dari:  
a. Pemerintah Daerah 
b. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika 
menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib 
menyajikan laporan keuangan misalnya BLUD.  
2. Peranan Laporan Keuangan  
Pada paragraf 25 Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010, dijelaskan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan:  
a. Akuntabilitas;  
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b. Manajemen;  
c. Transparansi;  
d. Keseimbangan antar generasi; dan  
e. Evaluasi Kinerja   
Pelaporan untuk kepentingan evaluasi kinerja ini sebelumnya tidak dijelaskan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.  Penerapan akuntansi akrual 
seperti yang disebutkan diatas berkepentingan dalam menciptakan pengelolaan 
keuangan yang transparan dan akntabel yang dipercaya dengan sistem pengelolaan 
tersebut akan mampu menekan perilaku oportunistik dalam tubuh pemerintah. 
Dimana dalam Al-Quran pun di jelaskan untuk selalu berbuat kebaikan dan 
senantiasa menjauhi kejahatan karena baik buruknya perbuatan kita semua akan 
mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Hal tersebut diterangkan 
dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:  
                            
Terjemahnya: 
7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia 
akan melihat (balasan) nya. 
8. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya. (Az-Zalzalah: 7-8) 
 
Diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) No 71 tahun 2010, maka PP nomor 
24 tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 
71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. 
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Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual paling lambat tahun 
anggaran 2015, Amriani (2014) adapun beberapa langkah yang telah dan akan 
dilakukan dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
Tahun 2010   : 
a. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis 
akrual, 
b. Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual, 
c. Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual. 
Tahun 2011 : 
a. Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, 
b. Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi 
berbasis akrual 
Tahun 2012 : 
a. Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual, 
b. Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis 
akrual kepada seluruh stakeholders yang terlibat, 
c. Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi  yang akan 
digunakan. 
Tahun 2013 
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a. Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan 
capacity building, 
b. Penyusunan peraturan yang berkaitan 
Tahun 2014 
a. Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan 
Keuangan, tetapi Laporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang 
berbasis CTA. 
b. Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual, 
c. Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan. 
Tahun 2015 
a. Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan 
Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual. 
Pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual. Pada Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual 
ini,beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah Laporan keuangan 
pokok yang disusun pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No 24 tahun 
2005) terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
b. Neraca 
c. Laporan Arus Kas, dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan 
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Sedangkan pada SAP baru (PP No 71 tahun 2010) komponen laporan 
keuangan terdiri dari : 
a. Laporan realisasi Anggaran (LRA) 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) 
c. Neraca 
d. Laporan Operasional (LO) 
e. Laporan Arus Kas (LAK) 
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan 
Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah wajib menyusun Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berisi informasi keuangan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Terhadap LKPD tersebut 
akan dilakukan pemeriksaan sehingga akan diperoleh opini. Dalam penjelasan Pasal 
16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, diuraikan bahwa opini merupakan pernyataan 
professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan  efektivitas sistem 
pengendalian intern. Lingkup pemeriksaan terhadap LKPD tetap mendasarkan 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (UU 17/2003), ini berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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(LKPD) yang mendapat opini dari BPK ialah LKPD yang telah menerapkan 
akuntansi berbasis akrual (BPK,2015). 
D. Tantangan Akuntansi Berbasis Akrual 
Seiring ditetapkannya akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah 
yang dimulai dengan diterbitkannya  PP nomor 24 tahun 2005 kemudian diganti 
dengan PP No 71 tahun 2010, Menurut Simanjuntak terdapat beberapa tantangan 
yang dihadapi oleh pemerintah antara lain : 
1. Komitmen dari pimpinan 
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu 
perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang 
pemerintahan daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan 
pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang di dalamnya juga 
termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Ujian yang dialami saat ini adalah 
bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan 
dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan 
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah 
pusat mengacu kepada pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem 
akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dengan 
mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem 
akuntansi pemerintah pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, 
nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan memperoleh dukungan yang 
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kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan 
Gubernur/Bupati/Walikota didaerah 
2. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber Daya Manusia yang kompeten merupakan hal yang tak kalah 
pentingnya karena SDM tersebutlah yang turun langsung menjalankan SAP berbasis 
akrual. Diperlukan SDM yang andal dan tenaga akuntan yang profesional. 
Kekurangan tenaga akuntan akan memperlambat penerapan  akuntansi berbasis 
akrual pada instansi pemerintah. SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi 
dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan. Pada masa awal penerapan 
SAP berbasis akrual memang memerlukan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. 
Sebagai syarat dalam pencapaian opini terbaik oleh BPK. Menurut 
Simanjuntak, laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan 
disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah  kepada BPK 
selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, 
selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan laporan 
keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.  
Perlunya pelatihan dan sosialisasi secara berkala bagi para SDM terkait untuk 
lebih melatih dan membiasakan menjalankan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan 
Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrual, training kepada stakeholders 
diperlukan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan 
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meminimalisasi risiko ketidak andalan data keuangan. Berdasarkan peta pemangku 
kepentingan, maka training kesiapan implementasi basis akrual dibagi ke dalam 3 
(tiga) level, yaitu Level Penentu Komitmen dan Politis, Level Manajerial dan Level 
Teknis. Secara umum, melalui Program Integrasi Sosialisi/Training ini diharapkan 
semua pemangku kepentingan memahami dan mendukung implementasi basis akrual 
dan bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada LKKL dan LKPP 
Tahun 2015. 
Pada saat ini kebutuhan SDM yang berkompeten sangat terasa, apalagi untuk 
masa awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan 
daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi. 
Disamping itu, peran dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi 
kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. 
Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat SDM yang handal merupakan salah 
satu kunci keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, perguruan 
tinggi perlu didorong untuk menyiapkan kurikulum dan silabus yang sesuai dengan 
perkembangan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi 
untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil 
spesialisasi akuntansi pemerintahan. Dalam penyiapan SDM, peran lembaga diklat 
juga sangat diperlukan untuk membangun atau meningkatkan kompetentensi dari 
aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam menyiapkan, menyusun, dan 
mengaudit laporan keuangan pemerintah. Terlibatnya profesi akuntansi juga menjadi 
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faktor penunjang lainnya dengan mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan 
akuntansi pemerintahan. 
3. Sistem akuntansi dan IT 
Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan 
bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan 
sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. 
Selain itu, perlu juga dibangun sistem pengendalian internal yang memadai untuk 
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Amriani (2014) 
Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi 
yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data, baik 
pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh.  
Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk 
pengembangan sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual 
membutuhkan suatu sistem akuntansi untuk mengakomodasinya. Kementerian 
Keuangan telah mengembangkan : 
a. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sistem SPAN telah 
diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2013. 
b. SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi). Sistem ini telah dilakukan tahapan 
Integration Test dan piloting system direncanakan Tahun 2014 
31 
 
Diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 2004 yang menyatakan 
“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan 
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara 
menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan hal 
tersebut pada tahun 2008 telah terbit PP No 60 tentang Sistem Pengedalian Intern 
Pemerintah (Solehudi,2012). 
4. Resistensi terhadap perubahan 
 Setiap perubahan bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan 
sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Maka dari itu, perlu 
disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak 
yang terkait, sehingga penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan dengan baik 
tanpa ada resistensi. Kompleksitas akuntansi akrual dapat menimbulkan resistensi 
khususnya bagi para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Adanya 
resistensi dari lembaga legislatif untuk mengadopsi penganggaran akrual. resistensi 
ini seringkali akibat dari terlalu kompleksnya penganggaran akrual (Amriani, 2014). 
Perlunya rasa optimisme dari semua pihak khususnya bagi pihak terkait yang turun 
langsung menjalankan PP No.71 Tahun 2010 ini. 
E. Good Governance 
   Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas 
rakyat demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada 
kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal 
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(Tomuka,2015). Arti good dalam good governance mengandung makna nilai-nilai 
yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat untuk dapat meningkatkan 
kemampuannya dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan 
dan keadilan sosial. Good mengandung pula makna bahwa terdapat aspek fungsional 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai 
tujuan tersebut. Dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dan apakah 
pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan atau sebaliknya (Rasul:2009). 
   Good Governance sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil 
dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh 
kemampuan bantuan optimal dan Good Governance dianggap sebagai istilah standar 
untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “good” 
dalam bahasa Indonesia “baik” dan “Governance” adalah “kepemerintahan” 
(Yenny,2013). Good governance merupakan semboyan yang sedang gencar – 
gencarnya dipromosikan oleh pemerintah. Semboyan itu sekilas memang suatu hal 
yang sangat didambakan oleh semua sektor baik publik maupun swasta mengingat 
efek domino yang dapat diwujudkan dari implementasi good governance.  
   Efek domino yang dimaksud antara lain Pertama, implementasi good 
governance cenderung membawa efisiensi dan efektivitas dalam dunia usaha. Hal ini 
karena implementasi good governance yang baik dapat memotong kos tinggi (high 
cost) yang disebabkan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum 
birokrasi pemerintah dan oknum aparat di lapangan. Kedua, implementasi good 
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governance akan membawa birokrasi pemerintahan Indonesia ke dalam sistem 
birokrasi yang sehat dan bermutu. Ketiga, implementasi good governance dalam 
sektor publik akan membawa dampak yang baik tidak hanya kepada pemerintah 
tetapi juga kepada masyarakat sebagai stakeholder.  
   Pemerintah melalui Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
Badan Usaha milik Daerah (BUMD) tidak hanya sebagai perusahaan dan abdi 
masyarakat yang hanya bermotifkan laba tetapi juga dapat memberikan pelayanan 
yang baik terhadap masyarakat. Pelayanan yang baik tersebut akan membawa 
kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena masyarakat cukup mengeluarkan dana tertentu yang relatif 
terjangkau untuk charge of services yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat. 
Semakin terjangkau biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat maka relatif semakin 
banyak kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan sejumlah dana tertentu. Selain itu 
dengan adanya kecepatan, ketepatan dan kepastian dalam pelayanan juga akan 
mengurangi kos yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan suatu 
pelayanan (Bawono). Good governance juga sebagai sebuah tanggungjawab 
pemerintah atas amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola 
pemerintah jujur, bersih, transparan dan akuntabel.  
Dalam Islam dijelaskan untuk selalu menjaga amanah dalam QS Al-Anfal/8: 
27 yang berbunyi: 
                           
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Terjemahnya:   
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 
 
Penjelasan ayat tersebut menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat 
amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika 
tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat 
atau bangsa dan negara. 
Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha 
yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good governance 
merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan untuk 
mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis 
maupun pelayanan public (Azlina dan Ira,2014). Karakteristik pelaksanaan good 
governance antara lain transparency, responsiveness, consensuss orientation, equity, 
efficiency dan acountabiity (Mardiasmo,2006). Departemen Dalam Negeri Republik 
Indonesia (Fahurrohman,2006) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip 
yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan 
kepemerintahan yang baik, meliputi : 
1. Partisipasi Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam 
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 
menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 
35 
 
mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara 
konstruktif. 
2. Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan 
tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut 
hak asasi manusia. 
3. Transparansi. Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 
Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat 
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia 
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 
4. Peduli pada Stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses 
pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 
5. Berorientasi pada Konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani 
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus 
menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok 
masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan 
prosedur-prosedur. 
6. Kesetaraan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki 
atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
7. Efektifitas dan Efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga 
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan 
menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 
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8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan 
organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat 
maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung 
jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi 
yang bersangkutan. 
9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas 
dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan 
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
perkembangan tersebut. Hal diatas adalah hal yang sangat penting dalam 
mewujudkan good governance bagi seluruh instansi pemerintahan di 
Indonesia. 
  Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa dalam memberikan layanan kepada 
masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsive atau cepat dan tanggap. 
Terdapat 3 mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsive, 
transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan good governance 
yaitu; (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat, (2) memperbaiki internal 
rules dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga  
mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki 
efektivitas pengelolaan pemerintah daerah. Pergeseran  paradigma  terhadap  
pemerintahan  saat  ini,  mendorong  mewujudkan  lahirnya  tata  kepemerintahan  
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yang demokratis yang diselenggarakan secara baik, bersih, transparan,  partisipatif  
serta  akuntabilitas  sehingga memiliki kredibilitas.  
  Mewujudkan good governance berarti terciptanya suatu layanan publik atau 
tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Terdapat tiga alasan yang 
melatarbelakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong 
pengembangan praktik good governnce di Indonesia. Pertama, perbaikan kinerja 
pelayanan publik dinilai penting oleh semua stakeholders, yaitu pemerintah, warga 
pengguna, dan pelaku pasar. Pemerintah berkepentingan dengan upaya perbaikan 
pelayanan publik, akan dapat memperbaiki legitimasi. Membaiknya pelayanan pubik 
juga akan dapat memperkecil biaya birokrasi yang pada gilirannya dapat 
memperbaiki kesejhteraan warga pengguna dan efisiensi mekanisme pasar. Kedua 
pelayanan publik adalah ranah dari ketiga unsur governance melakukan interaksi 
yang sangat intensif. Melalui penyelenggaraan layanan publik, pemerintah, warga 
sipil, dan para pelaku pasar berinterkasi secara intensif sehingga apabila pemerintah 
dapat memperbaiki kualitas layanan publik, maka manfaatnya dapat dirasakan secara 
langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. 
  Melihat kompleksitas masalah dan implikasinya terhadap pengembangan 
praktik good governance, maka pemberian prioritas pada pembenahan kinerja 
birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik menjadi langkah awal yang sangat 
strategis. Kinerja birokrasi dipilih sebagai langkah awal karena selama ini para 
pejabat birokrasi lebih menempatkan diri sebagai penguasa yang membutuhkan 
pelayanan daripada menjadi pelayan masyarakat sehingga menyebabkan 
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pengembangan orientasi dan tradisi pelayanan kepada warga dalam orientasi 
pemerintah selalu mengalami kesulitan. Upaya menjamin pelayanan  publik yang 
baik diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut menjadi harapan 
baru untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelayanan publik 
(Nubatonis,2014).  
  Dampak dari undang-undang tersebut sangat besar dalam transparansi 
kebijakan publik, sehingga seluruh elemen masyarakat memilik hak yang sama untuk 
memperoeh informasi pubik dari semua lembaga pemerintahan, termasuk anggaran 
pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Partisipasi masyarakat yang 
diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari 
semangat good governance dapat dilakukan dalam penyusunan APBD maupun 
dalam pengawasan pelaksanaannya (sukesti).  
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F. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual evaluasi dan tantangan Dinas PPKAD dalam 
menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud pencapaian good governance 
dapat digambarkan dalam bagan berikut: 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP No. 71 Tahun 2010 
(Akuntansi Berbasis Akrual) 
Tantangan : 
1. Komitmen dari pimpinan 
2. SDM 
3. Sistem akuntansi dan IT 
4. Resistensi terhadap perubahan 
 
Good Governance 
Teori 
Implementasi  
Teori 
Stewardship  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Leo (2013:100) Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan 
interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh 
pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diamati. Metode penelitian 
kualitatif tidak menerima pendapat atau pandangan yang sudah tetap (stabil), yang 
bertalian secara logis atau dunia yang seragam. Penelitian ini menggunakan 
paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya 
aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan 
masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya.  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Bantaeng. Terdapat 4 bidang dalam instansi 
ini ialah bidang pendapatan, bidang aset, bidang anggaran dan bidang administrasi 
keuangan.  
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kuncoro (2014:12) Tipe 
umum dari penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap 
individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur. Data deskrptif pada umumnya 
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dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survei, wawancara ataupun observasi. 
Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dijadikan sebagai informan 
penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini disebut pula penelitian kualitatif karena 
merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. 
Chariri (2009:05) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta  sebagai 
sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi 
dalam memahami sesuatu. Chariri (2009:05) menambahkan bahwa tujuan dari 
penelitian deskritif adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan penjelasan 
tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap sistem 
interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.  
 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis  data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan 
atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang 
diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara.  
Data primer menurut Sanusi (2011:104) adalah data yang pertama kali dicatat 
dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data 
tersebut, dapat menguasai kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut 
dengan yang tersedia agar peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah 
penelitiannya dengan memungkinkan ketersediaan data di lapangan. Pada penelitian 
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ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang 
berkompeten di DPPKAD Kabupaten Bantaeng.  
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 
lain. Peneliti tinggal memnfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data 
sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Bantaeng. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, 
tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi lapangan yaitu dengan 
melakukan survei (wawancara dengan menggunakan alat perekam) untuk 
mendapatkan data primer. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara 
langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan responden dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan dan responen menjawab pertanyaan secara langsung.  
Pada penelitian ini, peneliti akan berperan penuh sebagai observer, sekaligus 
sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat 
mendalam dan terbuka dengan para responden di DPPKAD tersebut, serta mencatat 
semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya 
dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakaan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan 
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pertanyaan, peneliti dapat berbicara langsung dengan responden atau bila hal 
itu tidak memungkinkan, bisa juga melalui alat komunikasi 
(Sanusi,2011:105). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 
hal–hal dari responden yang lebih mendalam Wawancara dilakukan dengan 
informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.  
2. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 
penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan 
perundang-undangan terkait dengan objek penelitian  untuk mendapatkan 
konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai 
penunjang penelitian.  
3. Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data berupa data-data sekunder 
yang berupa dokumen-dokumen, laporan pertanggungjawaban yang 
didalamnya mengandung foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan 
terkait Dinas PPKAD. 
4. Internet searching merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 
guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta 
atau teori berkaitan masalah yang diteliti.  
E. Instrument Penelitian 
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Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, 
observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Adapun 
alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perekam suara 
2. Buku catatan 
3. Handphone 
4. Kamera 
5. Alat tulis 
6. Daftar Pertanyaan wawancara. 
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya 
 Untuk  memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid, dilakukan 
wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber 
informasi. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung dan 
memahami serta dapat memberikan informasi (gambaran) tentang penerapan 
akuntansi berbasis akrual.  
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data  
  Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil 
wawancara, dokumentasi, dan internet searching yang membantu dalam pengolahan 
data tersebut. Adapun langkah–langkah yang dapat dilakukan antara lain: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.  
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2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkam pernyataan dari responden dengan 
melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan 
topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat tumpang tindih 
dihilangkan. 
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang 
baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang 
dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan kemudian disajikan dalam 
bentuk naratif.  
Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data 
dengn tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data 
tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan 
penelitian. 
Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen pengumpulan data. 
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2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 
instrumen pengumpulan data. 
3. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap 
pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data. 
4. Tahap penyajian data dengan merangkai data menjadi satu kesatuan agar 
dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan 
serta mendapatkan hasil yang valid. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triargulsi. Teknik 
triargulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 
penggunaan sumber. Triargulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 
mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
waktu dan alat yag berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong dalam Arifyanto 
dan Kurrohman,2014).    
Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data 
hasil dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan dua metode teknik triargulasi, 
yaitu  
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
wawancara dengan informan, peneliti juga mengunakan peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen  tertulis,  
arsip,  dokumen  sejarah,  catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan 
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gambar atau foto. Tentu masing-masing cara  itu  akan  menghasilkan  bukti  
atau  data  yang  berbeda,  yang  selanjutnya akan  memberikan pandangan  
(insights)  yang  berbeda  pula  mengenai fenomena  yang  diteliti.  
2. Triangulasi Teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang  relevan  untuk menghindari  bias 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman  pemahaman asalkan peneliti 
mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis 
data yang diperoleh.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu 
gambaran umum daerah Kabupaten Bantaeng, dan gambaran umum mengenai Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD). Gambaran umum 
Kabupaten Soppeng mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi 
Kabupaten Bantaeng. Sedangkan gambaran Dinas PPKAD meliputi uraian tugas, 
fungsi dan tata kerja serta visi dan misi  Dinas PPKAD. 
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng 
a. Kondisi Geografis 
Kabupaten Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan jarak kira-kira 120 km dari Kota Makassar ibu kota Provinsi 
Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 05-º21’15” LS 
sampai 05º34’3” LS dan 119º51’07” BT sampai 120º51’07”BT. Membentang antara 
Laut Flores dan Gunung Lompo Battang, dengan ketinggian dari permukaan laut 0 
sampai ketinggian lebih dari 100 m dengan panjang pantai 21,5 km. Berdasarkan 
Lahan Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan Lahan Kering mencapai 32.330 Ha 
dengan total lahan yang dimilikinya ± 39.583 Ha. Sesuai penggunaannya, lahan di 
Kabupaten Bantaeng dapat dirinci sebagai berikut:   
1) Tegalan/Kebun 19.016  Ha (48,04 %) 
2) Sawah 6.982 Ha (17,64 %) 
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3) Hutan Negara 5.989 Ha (15,13 %) 
4) Perkebunan Rakyat 3.729 Ha (9,42 %) 
5) Hutan Rakyat 1.476 Ha (3,73 %)  
6) Tanah Tandus 1.235 Ha (3,12 %) 
7) Pemukiman 995  Ha (2,51 %) 
8) Tambak 162 Ha (0,41 %) 
 Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas Sulawesi 
Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. secara 
umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km2. Wilayah yang 
bergunung dan berbukit, Kabupaten Bantaeng dilalui oleh 11 buah sungai sedang dan 
kecil yang kesemuanya berhulu dan bermuara di Kabupaten Bantaeng dengan 
panjang sungai keseluruhan 187,05 km atau dengan rata-rata panjang sungai 17 km. 
Kabupaten Bantaeng tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan rata-
rata setiap bulan 490,17 mm dengan jumlah hari hujan berkisar 426 hari per tahun. 
Temperatur udara rata - rata 23’C sampai 33'C dengan dua musim dan perubahan 
iklim setiap tahunnya yang sangat spesifik karena merupakan daerah  peralihan Iklim 
Barat (Sektor Barat) dan Iklim Timur (Sektor Timur) dari wilayah Sulawesi Selatan. 
Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bantaeng  yaitu sebelah utara berbatasan 
dengan Pegunungan Lompo Battang Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai, 
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Laut Flores dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 
Jeneponto 
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b. Kondisi Demografi 
Penduduk Kabupaten Bantaeng terbagi atas 8 kecamatan yaitu, 46 desa dan 
21 kelurahan. Kecamatan Bissappu terdiri dari 4 desa dan 7 kelurahan, Kecamatan 
Uluere terdiri dari 6 desa, Kecamatan Bantaeng terdiri dari 1 desa dan 8 kelurahan, 
Kecamatan Eremerasa terdiri dari 9 desa, Kecamatan Tompobulu terdiri dari 6 desa 
dan 4  kelurahan, Kecamatan Pa’jukukkang terdiri dari 10 desa, Kecamatan Sinoa 
terdiri dari 6 desa dan Kecamatan Gantarangkeke terdiri dari 4 desa dan 2 kelurahan. 
Berdasarkan data statistik hingga akhir tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten 
Bantaeng adalah 183.386  jiwa yang terdiri dari laki-laki 88.490 jiwa dan perempuan 
94.896 jiwa dengan rasio jenis kelamin 93,25. Berikut adalah perkembangan 
penduduk  Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 2011-2015. 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng dari Tahun 2011-2015 
 
Tahun Laki-laki Perempuan  Jumlah 
Penduduk  
2011 86.452 92.025 178.477 
2012 86.915 92.590 179.505 
2013 87.413 93.593 181.006 
2014 88.012 94.271 182.283 
2015 88.490 94.896 183.386 
Sumber: BPS Kabupaten Bantaeng 
 
Jumlah Penduduk Kabupaten Bantaeng dari tahun 2011 sampai 2015 
mengalami peningkatan secara konsisten dari 178.477  jiwa menjadi 183.386 jiwa. 
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Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 
2,75% atau meningkat rata-rata 0,68 % pertahun.  
c. Visi dan Misi 
1) Visi Pembangunan Daerah 
Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2018 adalah:  
”Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dibagian selatan sulawesi selatan tahun 
2018”. 
Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna bahwa dalam rangka 
mewujudkan Sulawesi selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpil 
jejaring akselerasi kesejahteraan tahun 2018, Kabupaten Bantaeng dengan 
memanfaatkan segala potensi ditargetkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang 
berarti bahwa Kabupaten Bantaeng sebagai titik pandang dan pilihan utama investor 
untuk menanamkan modalnya, para wisatawan untuk berkunjung ke Bantaeng, para 
petani yang membutuhkan benih unggul, dan sebagai pusat layanan kesehatan, serta 
pusat keunggulan lainnya. Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tahun 2018 
ditandai dengan: 
a) Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng peringkat pertama untuk 
Kabupaten yang masuk dalam Asosiasi Kabupaten Selatan Sulawesi Selatan 
(AKSESS) anatara lain Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai dan 
Kepulauan Selayar, sedangkan tingkat provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten 
Bantaeng masuk peringkat 5 besar. Pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi 
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dengan menurunnya angka kemisikinan hingga dibawah 5%, demikian pula 
angka pengangguran dibawah 3% dan meningkatnya pendapatan perkapita 
penduduk Bantaeng tertinggi kedua setelah Kota Makassar atau mencapai Rp 35 
juta lebih. 
b) Terwujudnya kemitraan / interkoneksitas dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya terkait pemanfaatan dan 
pengelolaan potensi sumber daya alam, kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan industri, terselenggaranya event-event 
tingkat provinsi dan tingkat nasional serta kerjasama dibidang pengembangan 
wirausaha benih. 
2) Misi Pembangunan Daerah 
Sebagai penjabaran dari Visi Pembangunan Daerah diatas, maka selama 
periode 2013-2018 dirumuskan Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bantaeng sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
                       Keterkaitan Misi dan Tujuan 
 
Misi Tujuan 
Peningkatan wawasan 
dan kapasitas manusia 
Mewujudkan manusia yang berkualitas dan 
berpengetahuan serta memiliki wawasan 
yang luas 
 Meningkatkan akses dan kualitas layanan 
pendidikan dan optimalisasi penerapan 
teknologi informasi (e-learning) 
 Meningkatkan akses dan kualitas layanan 
kesehatan 
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Optimalisasi 
pemanfaatan sumber 
daya alam bidang 
pertanian, kehutanan 
serta perikanan dan 
kelautan  
Mempercepat perwujudan Bantaeng sebagai 
Kabupaten Benih Terkemuka dan Model 
Smart & Green Region di Sulawesi Selatan 
melalui penguatan sistem inovasi (BPPT) 
 Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup 
dan sumber daya alam  
Peningkatan jaringan 
perdagangan, industri 
dan pariwisata 
Mengembangkan infrastruktur pendukung 
perdagangan, industri, dan pariwisata agar  
semakin memantapkan The New Bantaeng  
 
 Meningktakan daya saing daerah 
 
Pengembangan lembaga 
ekonomi masyarakat 
secara terpadu 
Mengoptimalkan peran Lembaga Ekonomi 
dalam mendorong peningkatan usaha kecil 
menengah 
 
 Meningkatkan peran swasta dalam 
pembinaan usaha-usaha ekonomi 
 
Penguatan kelembagaan 
pemerintah 
Mewujudkan pemerintah daerah yang 
mampu melakuka peran secara efisien dan 
efektif dengan mempraktikkan prinsip-
prinsip good governance secara konsisten 
 
 Meningkatkan kualitas SDM aparatur yang 
diiringi dengan peningkatan kesejahteraan 
aparat 
 Meningkatkan kualitas layanan pemerintah 
desa 
 
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Bantaeng 
a. Uraian Tugas dan Fungsi 
Seiring dengan Pemerintah  Kabupaten Bantaeng membentuk dinas daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
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Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Daerah 
Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah & Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Bantaeng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang 
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Tanggung jawab Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni melaksanakan 
Kewenangan Otonomi daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi : 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
2. Pembinaan dan pelayanan yang menunjang penyelenggaraan pemerintah 
daerah dibidang keuangan dan aset daerah. 
3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan 
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2010 tentang Uraian 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Bantaeng, dijelaskan uraian tugas sebagai berikut: 
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1) Bidang Pendapatan  
Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendapatan. Adapun 
uraian tugas bidang pendapatan ialah sebagai berikut : 
a) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, 
b) Merumuskan penjabaran kebijkaan teknis dinas dibidang pendapatan, 
c) Mengkoordinasikan dan membina kegiatan pelaksanaan penagian dan 
pendapatan pada setiap perangkat daerah pengelola pendapatan derah dan 
mengkoordinasikan fasilitas administrasi maual pendapatan daerah pada setiap 
perangkat daerah pengelolaan pendapatan daerah, 
d) Perumusan rencana pengembangan dan penerimaan pendapatan daerah; 
e) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, 
dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah; 
f) Melakukan evaluasi /monitoring pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, 
dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah; 
g) Mengadakan bimbingan teknis terhadap pengelolaan pendapatan daerah; 
h) Melakukan evaluasi/monitoring pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi, 
dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah; 
i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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2) Bidang Anggaran 
Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang anggaran. Adapun uraian tugas 
bidang anggaran ialah sebagai berikut : 
a) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
b) Merumuskan penjabaran kebijakan teknis dinas di Bidang Anggaran; 
c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
d) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD 
dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
e) Menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD, DPA-PPKD, DPPA-SKPD, dan 
DPPA-PPKD; 
f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan belanja dan pembiayaan 
daerah; 
g) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pelaporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
h) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; 
i) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
j) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan 
menandatangani sesuai dengan kewenangannya; 
k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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3) Bidang Administrasi Keuangan  
Bidang Administrasi Keuangan  dipimpin oleh seorang kepala bidang yang 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Administrasi 
Keuangan. Adapun uraian tugas bidang Administrasi Keuangan  ialah sebagai 
berikut : 
a) Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; 
b) Merumuskan penjabaran kebijakan teknis dinas di Bidang Administrasi 
Keuangan; 
c) Perumusan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Administrasi Keuangan; 
d) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Bidang 
Administrasi Keuangan; 
e) Melaksanakan fungsi kuasa BUD : 
1. Pengaturan serta pengendalian kredit anggaran belanja; 
2. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah. 
3. Penyusunan dan evaluasi Surat Penyediaan Dana (SPD); 
4. Pelaksanaan fungsi-fungsi kuasa BUD lainnya seseuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
f) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; 
g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
h) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan 
menandatangani sesuai dengan kewenangannya; 
i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
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j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
1. Seksi Akuntansi :  
a. Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas 
pokok melaksanakan tugas Seksi Akuntansi. 
b. Seksi Akuntansi mempunyai uraian tugas :  
1) Menyusun rencana kegiatan seksi Akuntansi; 
2) Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 
3) Mengelola dan mengevaluasi laporan keuangan SKPD; 
4) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah; 
5) Koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait; 
6) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 
7) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan; 
8) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan 
menandatangani sesuai dengan kewenangannya; 
9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;  
10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 
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4) Bidang Aset Daerah 
Bidang Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Aset Daerah. Adapun uraian 
tugas bidang Administrasi Keuangan  ialah sebagai berikut : 
a) Penyusunan rencana teknis dan program kegiatan inventarisasi, pengelolaan aset 
dan investasi aset daerah; 
b) Pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang inventarisasi, pengelolaan aset, 
dan investasi aset daerah; 
c) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan 
aset, dan investasi aset daerah; 
d) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan; 
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan; 
f) Mengoreksi konsep naskah dinas hasil kerja bawahan, memaraf dan 
menandatangani sesuai dengan kewenangannya; 
g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; 
h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan  
5) Kelompok Jabatan Fungsional 
a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas  
Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 
b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 
sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. 
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c) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 
oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. 
d) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 
b. Visi dan Misi 
2) Visi SKPD 
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Visi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bantaeng yaitu  
“Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang andal 
dan peningkatan pendapatan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang 
baik”. 
Dari pernyataan visi tersebut, mengandung makna sebagai berikut : 
a) Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah proses perencanaan, pelaksanaan 
atau implementasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
b) Andal adalah Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan 
daerah 
c) Peningkatan Pendapatan adalah Semua penerimaan rekening Kas Daerah yang 
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali.  
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d) Pemerintahan yang baik adalah Penyelenggaran pemerintahan daerah yang solid 
dan bertanggung jawab serta efisen dan efektif dengan menjaga, mensinergikan 
interaksi yang konstruktif / membangun antara Pemerintah Daerah, pengusaha 
dan masyarakat yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang 
dapat meningkatkan kemampuan rakyat. 
3) Misi SKPD 
Adapun yang menjadi Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset  Daerah Kabupaten Bantaeng adalah : 
a) Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, taat, 
efesien, ekonomi, responsif, transparan dan akuntabel. 
b) Penerapan dan perbaikan secara berkesinambungan teknologi informasi dalam 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
secara signifikan (nyata) dan berkesinambungan.  
d) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah. 
e) Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
f) Peningkatan integritas pengelola keuangan dan aset Desa/Kelurahan untuk 
mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance). 
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c. Struktur Organisasi PPKAD 
Peta Jabatan Struktural 
 
 
 
 
  
KEPALA DPPKAD 
 
 
 
 
SEKRETARIS 
KASUBAG 
UMUM & 
KEPEG 
KASUBAG. 
PROGRAM & 
PEL. 
KASUBAG 
KEUANGAN 
KABID. 
PENDAPATAN 
KABID. 
ANGGARAN 
KABID 
ADM.KEUANGAN 
KABID ASET 
DAERAH 
KASI PAJAK & 
RETRIBUSI 
KASI DANA 
PERIMBANGAN 
KASI PENDAPATAN 
LAIN2 YG SAH 
J  F  T 
KASI PENYUSUNAN 
APBD 
KASI 
PERTANGGUNGJAWABAN 
KASI PENERIMAAN & 
PENGELUARAN 
KASI AKUNTANSI 
KASI EVALUASI & 
PELAPORAN 
KASI PENGELOLAAN 
ASET 
KASI INVENTARISASI 
ASET 
KASI INVESTASI 
KASI BELANJA DAN 
PEMBIAYAAN 
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B. Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 
Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, berbuah keputusan penghapusan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis kas menuju akrual dan berganti pada penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. 
Sebelumnya didalam PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 
penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. SAP Berbasis 
Kas Menuju Akrual pada Lampian II berlaku selama masa transisi yaitu bagi entitas 
yang belum siap untuk menerapkan SAP Bebasis Akrual, sedangkan untuk SAP 
Berbasis Akrual terdapat lampiran I dan belaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat 
segera diterapkan oleh setiap entitas.  
 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantaeng baru 
diterapkan secara penuh ditahun 2015 yang sebelumnya  menerapkan basis kas 
menuju akrual dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Diterapkannya standar 
baru tersebut diharapkan dapat lebih membawa dampak baik bagi pengelolaan 
keuangan pemerintah dibandingkan jika sektor publik hanya menggunakan basis kas. 
Selain itu, sistem akuntansi akrual mencerminkan komitmen jangka panjang 
organisasi dan kondisi keuangan yang lebih akurat dan terperinci secara keseluruhan. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PPKAD 
sebagai berikut : 
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“Saya rasa akrual basis ini betul-betul menggambarkan secara lebih rinci 
mengenai pencatatan mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan. 
Walaupun penerimaan masih dibendahara atau baru pada saat dianggarkan 
sudah dapat dakui, jadi semuanya bisa tergambar dengan jelas.” (Wawancara 
Tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Staf Bidang 
Administrasi Keuangan Seksi Akuntansi sebagai berikut: 
“ya, karena memang pelaporan berbasis akrual mencerminkan gambaran 
keuangan yang lebih akurat seperti kemampuan daerah tergambar lebih jelas. 
Terkadang ada penerimaan yang belum disetor itu belum termasuk 
penerimaan  di laporan, karena kemarin di basis kas untuk penerimaan baru 
diakui setelah masuk di kas daerah, tetapi di basis akrual walaupun 
penerimaan masih ditangan bendahara tetapi sudah bisa diakui. Pada basis 
akrual baru pada saat dianggarkan sudah bisa diakui misalnya dari segi 
belanja sudah bisa diakui sebagai utang daerah (pemda), pendapatan ialah 
utang skpd ke pemda kalau dari segi penerimaannya. Jadi bisa dikatakan dari 
segi pelaporannya akrual lebih bagus..” (Wawancara Tanggal 6 Oktober 
2016).  
 
Demikian juga pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) sebagai berikut: 
“Mau tidak mau harus kita terapkan karena sudah aturannya bahwa 2015 
laporan keuangannya harus SAP berbasis akrual. Keuntungan setelah 
menerapkan SAP akrual utamanya pada LO dan Neraca disitu sangat 
diperhatikan sehingga aset-aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah 
betul-betul bisa tergambar khususnya pada neraca untuk aset dan 
kewajibannya termasuk kemampuan daerah yaitu ekuitasnya dapat terlihat 
disana. Sebelumnyakan piutang dan utang kurang begitu diperhatikan 
sehingga untuk kemampuan daerah, kami kurang mengetahui berapa besar 
kemampuan daerah yang sebenarnya karena neraca pada saat itu seakan-akan 
kurang begitu penting dengan tidak adanya LO tersebut. Adapun LPE hanya 
untuk mengetahui alurnya dari mana kemana sehingga diperoleh hasil sekian, 
begitu juga dengan SAL semacam hanya untuk pengujian.”(Wawancara 
tanggal 3 Oktober 2016). 
  
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi berbasis akrual membawa keuntungan bagi pengelolaan keuangan 
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pemerintah yang lebih menggambarkan secara akurat dan terperinci mengenai 
pencatatan mulai dari tahap penganggaran sampai pada pelaporan. Pelaporan 
berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentiikasi posisi keuangan 
pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai 
dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang 
sebenarnya. Dijelaskan pula bahwa kemampuan daerah seperti modal,pendapatan 
dan asetnya juga dapat terurai dan tergambar dengan jelas dengan menggunakan 
basis akrual tersebut. 
Suatu perubahan pastinya menimbulkan pro kontra terkhusus bagi aparatur 
sebagai pelaksana kebijakan. Aparatur harus terlebih dahulu paham serta beradaptasi 
agar selanjutnya dapat menjalankan SAP tersebut secara optimal. Hal ini merupakan 
tugas besar bagi pemerintah dan harus dilakukan secara cermat dengan persiapan 
yang matang dan terstruktur mengingat akuntansi berbasis akrual relatif lebih 
kompleks dibanding akuntansi berbasis kas maupun basis kas menuju akrual. 
Terdapat tambahan laporan keuangan yang semula empat laporan keuangan yaitu 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Lapoan Arus Kas dan Catatan atas 
Laporan Keuangan (CALK) menjadi tujuh Laporan Keuangan dengan tambahan 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO) dan 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Berikut penjelasan mengenai laporan keuangan 
tersebut : 
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1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran 
terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan (PP 71 2010). 
Khusus untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih menggunakan basis kas. 
Hal tersebut tercantum dalam Peratutan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang 
menyatakan bahwa  penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi 
anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, 
akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 
(SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. 
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah juga menyatakan bahwa 
basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu 
basis akrual. Namun, dalam hal anggran disusun dan dilaksanakan berdasar basis 
kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Dinyatakan dalam ruang lingkup 
LRA bahwa Standar ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun dan disajikan 
dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan Standar ini berlaku untuk 
setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang 
memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan 
negara/daerah.  
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Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 
laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi 
kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan 
penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, 
sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara 
efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dipaparkan pula oleh Kepala 
Seksi Akuntansi sebagai berikut : 
“Dalam PP 71 Tahun 2010 tidak diatur basis akrual untuk LRA karena dalam 
PP 71 Tahun 2010 disebutkan untuk  penyajian LRA disusun dan disajikan 
dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, 
dan Pemda dengan tujuan aga bisa memberikan informasi mengenai realisasi 
anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, 
LRA juga memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara 
tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara 
anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target 
yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan 
daerah. Untuk Laporan Realisasi yang basis akrual namanya Laporan 
Operasional.” (Wawancara tanggal 1 Februari 2017) 
Dijelaskan bahwa untuk Laporan Realisasi Anggaran yang menggunakan 
basis akrual ialah Laporan Operasional. Sebagai contoh dalam LRA tercantum yaitu 
pendapatan pajak daerah yang dimana pajak daerah adalah penerimaan asli daerah 
yang dipungut Pemerintah Kabupaten Bantaeng dari wajib pajak dalam tahun 
anggaran 2015. Dalam LRA, penerimaan kas dari pendapatan wajib pajak ini ialah 
hanya sebesar Rp. 7.405.930.730,-. Sedangkan pendapatan yang menjadi hak 
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Pemerintah Kabupaten Bantaeng tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 7.895.279.297,- dan 
selisihnya masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun 
selanjutnya. Pendapatan wajib ini dicatat dalam LRA hanya sebesar jumlah kas yang 
diterima pemerintah sedangkan pada LO mencatat total yang menjadi hak 
pemerintah di tahun 2015.  
Sama halnya dengan Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli 
Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Bantaeng dari Wajib Retribusi. 
Penerimaan Wajib Retribusi yang melalui kas daerah hanya sebesar Rp. 
22.298.434.589, sementara hak pemerintah dalam tahun anggaran 2015 adalah 
sebesar Rp. 22.467.684.589,- dan selisihnya merupakan hak pemerintah yang masih 
harus diterima. Dicatat demikian karena dalam LRA pencatatannya menggunakan 
basis kas yang hanya dicatat berdasarkan kas yang diterima pemerintah, sedangkan 
dalam LO dicatat total yang menjadi hak pemerintah pada tahun 2015 tersebut. LRA 
mencatat kas yang terealisasi pada periode tersebut dan selisihnya masih menjadi hak 
pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya. 
Berbeda dengan pos pendapatan dana bagi hasil pajak. Jumlah yang menjadi 
hak Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam pos pendapatan bagi hasil pajak tahun 
2015 adalah sebesar Rp. 13.189.984.050,-. Jumlah ini 100 % telah diterima melalui 
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu jumlah yang 
tertera pada LRA dan LO nilainya sama, sebab hak pemerintah dari pendapatan bagi 
hasil pajak telah 100 % diterima dan masuk di kas daerah. Begitupun dengan pos-pos 
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yang serupa dalam LRA. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Laporan keuangan yang selanjutnya dibuat ialah Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih (SAL). Laporan Perubahan SAL ini ialah tambahan laporan 
keuangan yang dibuat berdasarkan instruksi PP 71 Tahun 2010. Menurut 
Permendagri 64 Tahun 2013, Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan 
SAL akhir.  Laporan Perubahan SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas 
pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas 
pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat 
dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur LP-SAL baik pada 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak 
memiliki perbedaan (Andichairilfurqan, 2012). 
Laporan Perubahan SAL yang tercantum hanya total atau hasil perhitungan 
Saldo Anggaran Lebih Awal yaitu sebesar Rp. 8.413.721.959,15 dan hasil 
perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp. 35.774.682.114,84. Untuk 
penjelasan lebih lanjutnya mengenai Laporan Perubahan SAL mulai dari unsur-unsur 
dan perhitungannya dapat diperoleh dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
3. Neraca 
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Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, 
akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan 
akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di 
dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP). Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses 
pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.  
Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca 
menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan 
kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. Penjelasan tersebut diklasifikasikan dalam CaLk. Adanya pengaruh dari 
basis akrual salah satunya ialah keberadaan pos piutang seperti piutang pajak, 
piutang retribusi, piutang bagi hasil dan piutang lainnya. Contohnya piutang 
pemerintah Kabupaten Bantaeng dari sumber Pajak Daerah Sampai dengan 31 
Desember 2015 sebesar Rp. 3.027.173.748,23. Jumlah tersebut adalah nilai kotor 
(sebelu dikurangi dengan Penyisihan Piutang). Perincian mengenai Piutang dan 
penyisihannya sebagaimana aging schedule terlampir (CaLK). 
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4. Laporan Operasional (LO) 
Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan 
berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari 
penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Pada 
sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan 
dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis 
ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. 
Perbedaan mendasar SAP PP 24 Tahun 2005 dengan SAP Akrual terletak pada 
PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara 
transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban 
yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit 
operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/ kekayaan bersih entitas 
pemerintahan bersangkutan (www.pekalongankab.go.id).  
Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Laporan Operasional (LO) 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional 
keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional 
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup 
secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, 
transfer, dan pos-pos luar biasa.  
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Sebagai contoh Pendapatan Pajak Daerah yang tercantum dalam LO. 
Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 7.895.279.297,- sementara  
penerimaan kas dari pendapatan pajak ini hanya sebesar Rp. 7.405.930.730,-( LRA). 
Jumlah selisih sebesar Rp. 489.349.067,- masih menjadi hak pemerintah untuk 
diterima pada tahun-tahun selanjutnya. Pendapatan ini dicatat dalam Laporan 
Operasional yaitu mencatat jumlah yang menjadi hak dari tahun 2015 Sedangkan, 
LRA hanya mencatat sebesar jumlah kas yang diterima pemerintah dan selisihnya 
masih menjadi hak pemerintah untuk diterima pada tahun-tahun selanjutnya 
5. Lapoan Arus Kas (LAK) 
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun Laporan Arus Kas (LAK) 
untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen 
laporan keuangan pokok. Menurut Permendagri 64 Tahun 2013, Laporan Arus Kas 
(LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan 
setara kas pada tanggal pelaporan. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan 
menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum 
negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah 
(Andichairilfurqan, 2012).  
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Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Arus Kas menyajikan 
informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 
transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 
akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup 
dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-
masing dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 
Negara/Daerah. 
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum 
Negara/Daerah.  
Sebagai Contoh Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Arus kas bersih aktivitas 
operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas 
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan 
dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp  
Rp.140.236.463.361,51 dengan rincian semua penerimaan yang tergolong dalam 
Arus Masuk Kas dalam LAK begitupun pembayaran yang tergolong dalam Arus Kas 
Keluar tercantum pada CaLK. 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan keuangan selanjutnya ialah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yaitu 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari 
ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir (Permendagri 64 Tahun 
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2013). Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, suatu 
entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang 
terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan.  
Tercantum dalam LPE, Ekuitas Awal sebesar Rp.1.574.223.222.747,19 dan 
Surplus/Defisit LO : Rp. 283.224.800,00. Dampak kumulatif perubahan kebijakan 
mendasar yaitu Lain-lain sebesar Rp. 116.094.770.150,18. Untuk unsur yang 
menambah ekuitas dan Mengurangi ekuitas lebih rinci dipaparkan dalam CaLK. 
Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.  
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan 
digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai 
pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan 
(CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta 
menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain 
itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam 
laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih 
banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih 
berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara 
lebih pragmatis (Andichairilfurqan, 2012). 
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Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 
b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan 
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan 
akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya; 
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan 
lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo 
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. 
f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya; 
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 
disajikan dalam lembar muka  laporan keuangan. 
Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi 
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga 
mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan 
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didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 
Penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD memang telah dijalankan 
secara penuh dengan mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, namun penerapannya saat 
ini belum begitu efektif atau dapat dikategorikan tahap penyesuaian. Hal tersebut 
dipaparkan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :   
“Saat ini penerapan basis akrual masih belum begitu efektif karena SDM 
belum seluruhnya menguasai terkait Permendagri 64. Kami juga saat ini 
masih tahap pembelajaran dan penyeuaian.” (Wawancara Tanggal 6 Oktober 
2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Staf Bidang 
Administrasi Keuangan Seksi Akuntansi sebagai berikut : 
“Penerapannya mungkin baru sekitar 80% karena dari pemahaman SDM 
mengenai akrual terkadang masih menyamakan basis kas dengan akrual.” 
(Wawancara Tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Dipertegas kembali oleh pernyataan Kepala Bidang Administrasi Keuangan 
(Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) sebagai berikut: 
 “Sampai sekarang masih tahap pembelajaran terutama penerapan aplikasi 
masih tahap penyesuaian, bisa dikatakan belum 100% efektif karena masih 
banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin belum bisa terbaca oleh aplikasi 
sementara kita harus melaksanakan aplikasi tersebut, sedangkan kemampuan 
dan jumlah SDM kami masih kurang. Jadi kami sangat mengharapkan dengan 
penerapan aplikasi, tetapi sekarang aplikasi kami sudah tahap perbaikan-
perbaikan. Penerapan accrual basis sudah dilaksanakan, namun Penerapan 
aplikasi masih harus dibantu dengan cara manual.” (Wawancara tanggal 3 
Oktober 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
implementasi SAP berbasis akrual belum begitu efektif berjalan di Dinas PPKAD 
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Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan aparatur yang 
belum sepenuhnya paham dan menguasai SAP berbasis akrual. Maka dari itu hal ini 
merupakan tantangan besar bagi pemerintah agar lebih memperhatikan perangkat 
kerja yang dimiliki terutama penggunaan aplikasi yang menunjang akuntansi 
berbasis akrual serta menitik beratkan pada penguatan kemampuan SDM sebagai 
kunci keberhasilan SAP berbasis akrual.  
Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual telah diterapkan secara penuh 
sejak tahun 2015 dengan pengecualian bagi Laporan Realisasi Anggaran yang masih 
menggunakan basis kas. Diterapkannya basis kas untuk LRA memang tercantum 
dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. 
 
C. Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual  
Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan sehingga dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel memerlukan 
upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Jika penerapan akuntansi berbasis kas 
menuju akrual saja masih banyak menghadapi hambatan, lebih-lebih lagi jika 
pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual. Berikut beberapa tantangan dalam 
implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah: 
1. Komitmen dari pimpinan  
Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan keyakinan kuat terhadap 
suatu perubahan yang akan membawa organisasinya kearah yang lebih baik, secara 
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otomatis invidu yang berada didalam organisasi tersebut akan merasa optimis dan 
yakin dengan apa yang mereka kerjakan. Apalagi perubahan itu dipercaya dapat 
menunjang kinerja dan kemajuan organisasi dimana mereka bekerja, maka telah 
sepatutnya komitmen kuat dan rasa optimis tesebut dimiliki oleh setiap pemimpin. 
Ditambah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum.  
Suatu perencanaan dan penganggaran yang telah disusun demi memenuhi 
kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang 
mendukungnnya. Sumber daya ini memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar 
apa yang ada dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme 
pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dalam 
mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat 
aturan atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik 
dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses 
pengukuran kebutuhan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar dan 
efektif jika didukung oleh regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya 
praktek yang baik, tertib, dan akuntabel (Bastian,2010:87). 
Pemerintah dalam hal ini Bupati Bantaeng dan Kepala Dinas PPKAD juga 
merasa betapa pentingnya perubahan SAP ini. Hal tesebut ditunjukkan dengan 
dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penerapan SAP 
berbasis akrual agar dapat berjalan optimal. Adanya regulasi yang jelas baik sistem, 
prosedur maupun kebijakan akuntansi menambah keyakinan bagi aparatur selaku 
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pelaksana kebijakan untuk lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga manfaat dari 
SAP berbasis Akrual ini dapat dirasakan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
Kepala Seksi Akuntansi sebagai berikut :  
”Ya sangat mendukung baik kepala dinas itu sendiri maupun bupati karena ini 
memang sudah peraturan bahwa mulai tahun 2015 pemerintah sudah harus 
menerapkan basis akrual.”(Wawancara tanggal 7 Oktober 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan Kepala Bidang Administrasi 
Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) terkait komitmen dari pimpinan 
ialah sebagai berikut: 
“Sangat mendukung, kalau dari kepala dinas sangat mendukung, bupati 
secara tidak langsung tentunya ikut mendukung juga karena pemerintah 
dalam hal ini kepala daerah tentunya sudah diberi pengarahan dari kementrian 
keuangan dalam hal penerapan SAP basis akrual dan saya yakin kepala 
daerah diseluruh Indonesia memahami betapa pentingnya pelaksanaan standar 
akuntansi pemerintah ini.”(Wawancara tanggal 3 Oktober 2016). 
 
Terkait sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi berbasis akrual responden 
kembali menegaskan sebagai berikut: 
“Sistem, posedur, dan kebijakan akuntansi berbasis akrual sudah ada, terdapat 
peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, selain 
itu peraturan bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan 
kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pedoman pelaksanaan PP 71 saat ini 
berdasarkan permendagri 64 termasuk sistem, posedur, dan kebijakan 
akuntansi menjadi dasar pelaksanaan kami ditambah Peraturan daerah dan 
Perbup serta peraturan-peraturan Bupati lainnya yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan.” (Wawancara tanggal 3 Oktober 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 
dalam hal ini Bupati dan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bantaeng mengenai 
komitmen dari pimpinan telah menerima perubahan SAP tersebut sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan dan telah sepenuhnya mendukung penerapan SAP 
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berbasis akrual. Dipaparkan bahwa apabila aturan telah ditetapkan maka sudah 
seharusnya aturan tersebut  dilaksanakan. Menurut Bastian (2010:87) Suatu 
perangkat aturan atau dasar hukum organisasi sektor publik ditetapkan berdasarkan 
kebutuhan organisasi. Sementara mekanisme penyusunan dan pengesahan dasar 
hukum itu ditentukan dengan mekanisme yang telah disepakati oleh organisasi yang 
bersangkutan. Hal ini dilakukan secara bertahap dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi sektor publik. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya regulasi yang tepat 
dan jelas dalam hal ini terkait sistem, prosedur dan kebijakan SAP berbasis akrual, 
menambah keyakinan dan rasa optimisme aparatur sehingga dapat memaksimalkan 
kinerjanya dan mengoptimalkan penerapan SAP berbasis akrual. 
2. Sumber Daya Manusia  
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten merupakan faktor penting 
bagi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual, sebab SDM yang bekerja dan 
turun lansung menjalankannya. Saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan 
semakin kuatnya upaya untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Untuk 
itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di 
bidang akuntansi pemerintahan. Untuk menerapakan basis akrual, diperlukan 
pemahaman khusus mengingat SAP ini tergolong baru di pemerintahan. Pengetahuan 
yang dimiliki oleh setiap individu sangat menentukan  keberhasilan implementasi 
basis akrual ini.  
Pemahaman staf mengenai SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD belum 
begitu menyeluruh. Sebelumnya telah di paparkan bahwa SDM belum sepenuhnya 
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menguasai dan terkadang masih menyamakan basis kas dengan basis akrual. Bukan 
hanya dari segi kualitas SDM melainkan jumlah SDM di Dinas PPKAD masih 
terbilang kurang. Hal lain yang menjadi kendala ialah latar belakang pendidikan staf 
yang berasal dari jurusan akuntansi masih terbilang minim. Berikut pernyataan yang 
diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut : 
“Staf belum sepenuhnya paham dan menguasai karena mereka hanya 
bergantung pada program saja jadi untuk memahami ataupun mencari tahu 
mengenai bagaimana akrual basis tersebut secara rinci menjadi hal yang 
kurang begitu diperhatikan, namun kami sudah ada usaha untuk menuju 
kesana.” (Wawancara Tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Terkait latar belakang pendidikan staf, responden kembali memaparkan 
sebagai berikut :  
“Hanya beberapa orang saja yang berlatar belakang akuntansi dan sebagian 
juga berasal jurusan ekonomi dan jurusan lain.” (Wawancara Tanggal 6 
Oktober 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Administrasi Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) sebagai berikut:   
“5 orang dari jurusan akuntansi dan yang lainnya hanya karena terbiasa 
sehingga bisa ikut membantu dan telah paham juga ” (Wawancara tanggal 3 
Oktober 2016). 
 
Diperlukan pelatihan secara berkala bagi para SDM  untuk lebih melatih dan 
membiasakan diri menjalankan akuntansi berbasis akrual. Pelatihan juga penting 
agar dapat menghasilkan SDM yang berkompeten dan mampu menguasai 
sepenuhnya basis akrual tersebut. Pelatihan terkait SAP berbasis akrual tersebut di 
Dinas PPKAD juga telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan sampai saat ini 
pelatihan tersebut masih dilakukan namun tidak begitu sering. Hal tersebut 
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dipaparkan oleh staf Bidang Administrasi Keuangan Seksi Akuntansi sebagai 
berikut: 
“ia, baru-baru ini diadakan pelatihan selama tujuh hari dan yang dilatih ialah 
bagian pengelolaan keuangan serta bendahara pengeluaran dan penerimaan 
yang berfokus pada pelaporan dan bagaimana cara membaca laporan berbasis 
akrual. pelatihan juga sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2014 jadi bisa 
dikatakan pelatihannya diadakan setiap tahun.”(Wawancara tanggal 6 
Oktober 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Seksi 
Akuntansi sebagai berikut : 
“Setiap tahun dilakukan pelatihan namun tidak begitu sering”. (Wawancara 
tanggal 7 Oktober 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa staf di Dinas 
PPKAD belum sepenuhnya paham mengenai penerapan SAP berbasis akrual. Masih 
kurangnya staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan kurangnya pelatihan 
secara berkala menjadi faktor penerapan SAP berbasis akrual belum maksimal 
dilaksanakan. Namun, langkah untuk lebih memahami SAP berbasis akrual tersebut 
sudah mulai ditempuh.  
3. Sistem Akuntansi dan IT 
Sistem akuntansi dan IT adalah sarana atau alat dalam menjalankan SAP 
berbasis akrual. Penggunaan teknologi informasi yang andal diperlukan guna 
mendukung keberhasilan pengolahan data dan pengembangan sistem akuntansi. 
Kesiapan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari sistem yang digunakan dalam 
membuat pelaporan keuangan. Penerapan akunatansi berbasis akrual di lingkungan 
pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. 
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Dinas PPKAD saat ini telah memiliki sistem yang mendukung penerapan basis 
akrual dan telah mulai dikembangkan. Berikut tanggapan dari staf Bidang 
Administrasi Keuangan Seksi Akuntansi mengenai hal tersebut :  
“Ya, dari tahun kemarin kami sudah mempunyai sistem yang mendukung 
basis akrual tetapi kami masih kembangkan dan melengkapi hal-hal yang 
belum tersedia pada sistem. Telah dibuat juga lab akuntansi karena setiap 
SKPD mempunyai masalah masing-masing, jadi pada lab akuntansi nantinya 
akan dipecahkan masalah-masalah yang dihadapi mulai dari penganggaran, 
pertanggungajawab sampai pelaporan akan dibahas disana.” (Wawancara 
tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Seksi 
Akuntansi sebagai berikut : 
“Sudah ada dan kami akan melakukan pengembangan-pengembangan lagi. 
Kami juga telah membuat lab akuntansi, untuk teknisnya nanti setiap SKPD 
yang memperoleh masalah khususnya dibidang pelaporan bisa bergabung di 
lab tersebut jadi segala permasalahan tersebut akan dipecahkan bersama.” 
(Wawancara tanggal 7 Oktober 2016). 
 
Pernyataan yang mendukung juga diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi 
Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) sebagai berikut: 
“iya sudah ada karena kami cari yang lebih bagus apalagi sekarang sudah 
akrual maka kami mencari yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya untuk 
lebih menunjang penerapan akrual basis ini.” (Wawancara tanggal 3 Oktober 
2016). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas 
PPKAD dari segi sistem akuntansi dan IT yang menunjang penerapan basis akrual 
telah tersedia dan mulai dikembangkan, bahkan Dinas PPKAD telah menyediakan 
Lab Akuntansi yang diperuntukkan bagi setiap SKPD yang memiliki permasalahan 
dibidang akuntansi mulai dari penganggaran, pertanggungajawab sampai pelaporan 
bisa dipecahkan bersama pada Lab tersebut.  
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Kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan akrual basis 
tersebut juga telah memadai dimana sistem yang digunakan sudah berbasis online 
mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Berikut penjelasan mengenai 
kelengkapan sarana dan prasarana di Dinas PPKAD oleh Kepala Bidang 
Administrasi Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) sebagai berikut: : 
“Telah lengkap karena sebelumnya telah dipersiapkan dan telah dibuat 
kontrak dengan pengembang dalam bentuk aplikasi kemudian dipersiapkan 
pula sarana yang diperlukan yaitu komputer yang dibagi disetiap skpd karena 
sekarang sudah sistem online, misalnya skpd menginput untuk LRA bahwa 
telah terealisasi dan itu akan secara langsung terbaca disini (terkoneksi)” 
(Wawancara tanggal 3 Oktober 2016). 
 
Terkait hal tersebut tanggapan juga diberikan oleh Kepala Seksi Akuntansi 
sebagai berikut : 
“Sudah memadai tetapi masih ada yang perlu dibenahi.karena dari segi 
program sistemnya sudah berbasis online jadi terkadang terkendala jaringan” 
(Wawancara tanggal Oktober 2016). 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelengkapan 
sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual sudah 
memadai, tetapi perlu dilakukan pembenahan-pembenahan kembali terutama sistem 
dan jaringan agar implementasi SAP berbasis akrual dapat berjalan efektif.  
4. Resistensi Terhadap Perubahan 
Kompleksitas akuntansi berbasis akrual dapat menimbulkan resistensi 
khusunya bagi para pelaku akuntansi dan penyusun laporan keuangan. Resistensi 
atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang 
mengancam “nilai” seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja hanya suatu 
persepsi saja. Dengan kata lain, ancaman ini bisa saja muncul dari pemahaman yang 
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memang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya karena ketidakpahaman 
atas perubahan yang terjadi. Diperlukan kebijakan dan  edukasi agar anggota 
organisasi diharapkan akan memahami pentingnya perubahan sehingga merekapun 
akan menerima perubahan tersebut. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan 
memberikan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait agar penerapan SAP berbasis 
akrual dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resistensi. 
 Dinas PPKAD dalam hal ini telah melakukan sosialisasi bersamaan dengan 
pelatihan mulai dari tahun 2012-2014 dan berjalan sampai saat ini, sebagai langkah 
untuk lebih memperkenalkan dan memberikan pemahaman terkait penerapan SAP 
berbasis akrual tersebut untuk mengantisipasi terjadinya resistensi bagi aparatur 
sebagai pelaksana SAP. Mengenai hal tersebut Staf Bidang Administrasi Keuangan 
Seksi Akuntansi memaparkan sebagai berikut :  
“Sosialisasinya sudah dari tahun-tahun kemarin. Namun, penerapannya baru 
pada tahun 2015. Sama halnya dengan pelatihan akuntansi akrual itu sudah 
dilaksanakan 2 tahun kemarin, cuman terdapat persiapan dalan penyusunan 
laporan akrual jadi pelaporanya baru ditahun 2015. Sosialisasinya dengan 
langsung tatap muka dalam suatu pertemuan”. (Wawancara tanggal 6 Oktober 
2016). 
 
Terkait hal tersebut Kasubag Keuangan Dinas PPKAD juga memaparkan 
sebagai berikut : 
“Sudah beberapa kali dilaksanakan. Mulai dari tahun 2012-2014 itu adalah 
tahap sosialisasi”.(Wawancara tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas 
PPKAD dalam mengantisipasi munculnya resistensi terhadap penerapan SAP 
berbasis akrual yaitu dengan beberapa kali mengadakan pelatihan dan sosialisasi 
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yang dimulai dari tahun 2012-2014 agar dapat lebih mengenal dan melatih aparatur 
dalam menerapkan SAP berbasis akrual sehingga kedepannya dapat dijalankan 
dengan optimal. Diterapkannya SAP berbasis akrual dengan sebaik-baiknya dan 
menjawab tantangan serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi agar 
penerapannya dapat berjalan optimal, maka sesuai dengan teori implementasi 
kebijakan yaitu teori yang lebih berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dan 
efektif dengan berfokus pada tahap implementasinya. Dimana dalam implementasi 
SAP berbasis akrual tersebut harus senantiasa memperhatikan kesiapan dari segi 
komitmen, SDM, teknologi dan infrastruktur serta faktor-faktor pendukung lainnya 
yang merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. 
D. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Pencapaian Good Governance 
Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, upaya untuk 
mewujudkan good governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi 
terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi sacara universal. Sebagai sebuah organisasi, 
instansi pemerintah semakin dituntut untuk memperlihatkan pencapaian keberhasilan 
tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan organisasi akan banyak dipengaruhi oleh 
kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang, dan 
merata bagi semua pihak. Dengan informasi yang seimbang, pihak-pihak yang terkait 
dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar. Instansi pemerintah 
diwajibkan untuk menyiapkan menyusun, dan menyampaikan informasi kinerja 
secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai bentuk pertanggungawaban.  
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Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah 
dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. 
Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 
yang terukur dan kredibel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta 
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  Memasuki era reformasi, 
masyarakat sebagian besar wilayah Indonesia baik provinsi, kota maupun kabupaten 
mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan 
lebih seksama sebagai upaya pengoptimalan implementasi akuntansi berbasis akrual 
dan pencapaian good governance. Hal tersebut dikarenakan beberapa kali terjadi 
pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan 
manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah. 
 Kondisi masyarakat yang semakin kritis di era reformasi ini menuntut 
pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya untuk mengelola pelayanan publik 
secara lebih transparan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel. 
Penerapan akuntansi berbasis akrual yang mampu memberikan informasi keuangan 
yang lebih andal dan akurat mulai dari proses penganggaran sampai pelaporan. 
Akuntansi berbasis akrual juga mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari 
setiap transaksi keuangan ditambah laporan keuangan yang dihasilkan mampu 
menggambarakan keadaan keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu penerapan 
basis akrual ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi masyarakat dalam mewujudkan 
good governance dan penerapan SAP berbasis akrual  juga semakin optimal dan 
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kondusif kedepannya sehingga sejalan pula dengan prinsip good govrnance yaitu 
berorientasi pada konsensus dan memiliki visi strategis.  
Kompleksnya akuntansi berbasis akrual dapat menujukkan transparansi 
pengelolaan keuangan pemerintah terlebih lagi akuntabilitas kinerja aparatur, 
bagaimana aparat bekerja dengan serius dan penuh tanggung jawab karena apabila 
aparatur tidak secara aktif bekerja, maka kesalahan mungkin terjadi yang berakibat 
bagi laporan keuangan yang dihasilkan. Terkait transparansi dan akuntabilitas, hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan Kasubag Keuangan Dinas PPKAD, sebagai 
berikut pernyataannya : 
“Ya, karena sifat akuntansi akrual yang rinci dan akurat sehingga tergambar 
secara transparan “ selanjutnya dipaparkan kembali “Karena accrual basis 
yang komprehensif sehingga mampu menilai kinerja aparatur yang transparan 
dan bagi laporan keuangan memang menggambarkan keadaan keuangan yang 
sebenarnya.” (Wawancara tanggal 6 Oktober 2016).  
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan staf bidang administrasi keuangan 
seksi akuntansi sebagai berikut : 
“Ya memang, akuntansi berbasis akrual lebih transparan dan juga berdampak 
pada akuntanbilitas pemerintah.” (Wawancara tanggal 6 Oktober 2016). 
 
Pandangan berbeda mengenai transparansi dipaparkan oleh Kepala Bidang 
Adminstrasi Keuangan (Bidang Akuntansi dan Pembendaharaan) yang senada 
dengan pernyataan informan yang lain sebagai berikut : 
“Ya dan hal itu juga sangat diharapkan. Mengenai transparansi, ini kan 
tergantung pada masing-masing individu walaupun bukan accrual basis bila 
pelaksanaannya mengharuskan untuk transparan maka harus ditransparankan, 
namun memang dengan diterapkannya accrual basis ini juga sangat mampu 
meningkatkan transparansi karena walaupun ada yang ingin disembunyikan 
nantinya akan ketahuan juga karena tergambar dengan akurat” (Wawancara 
tanggal 3 oktober 2016). 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditambah beberapa penjelasan 
sebelumnya mengenai keunggulan akuntansi berbasis akrual, maka dapat 
disimpulkan bahwa dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, transparansi 
pengelolaan keuangan pemerintah jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan 
secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan ditambah laporan keuangan 
yang dihasilkan mampu menggambarakan keadaan keuangan yang sebenarnya sebab 
memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat. Maka dari itu, begitu 
kompleks dan transparansinya laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual 
tersebut secara langsung mampu menujukkan akuntabilitas aparatur dalam bekerja 
karena apabila aparatur tidak secara aktif bekerja, maka kesalahan mungkin terjadi 
akibat akuntansi berbasis akrual yang begitu kompleks dan akan berdampak bagi 
laporan keuangan yang dihasilkan. Dimana dalam paragraf 25 Kerangka Konseptual 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga dijelaskan bahwa peleporan 
diperlukan untuk kepentingan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, 
keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja.  
Sebagai upaya dalam mewujudkan good governance, penerapan SAP 
berbasis akrual tidak hanya berfokus pada peningkatan transparansi pengelolaan 
keuangan dan akuntabilitas aparatur semata melainkan memperhatikan prinsip good 
governance yang lainnya seperti efektifitas dan efisiensi. Penyajian LRA dapat 
menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang 
indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan 
fungsi pemerintahan agar dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah 
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dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya 
(APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan keuangan yang dihasilkan 
dari penerapan SAP Berbasis Akrual  juga dimaksudkan untuk memberi manfaat 
lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa 
laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini 
sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding 
dengan manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu penerapan SAP berbasis akrual 
selain mampu mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektifitas dan efisiensi, 
tetapi secara tidak langsung membawa keuntungan bagi para pemangku kepentingan 
yang berarti memenuhi prinsip good governance selanjutnya yaitu responsive dan 
peduli terhadap stakeholder. 
Tuntutan masyarakat akan tercapainya good governance pastinya 
membutuhkan perubahan dibidang akuntansi pemerintah agar dapat menghasilkan 
informasi keungan yang relevan. Diterapkannya SAP berbasis akrual menjadi sarana 
bagi masyarakat dalam menilai akuntabilitas aparatur dan menunjukkan 
transparansinya pengeloaan keuangan pemerintah karena keberhasilan suatu 
kebijakan tidak luput dari dukungan yang kuat yang diberikan masyarakat. Hal 
tersebut sejalan dengan pernyataan kepala seksi akuntansi, sebagai berikut: 
“Dukungan dan apresiasi masyarakat sangat diperlukan bagi keberhasilan 
kebijakan pemerintah. Hal ini untuk mendukung terciptanya pemerintahan 
yang baik (good governance) maka sangat di perlukan pula peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan yang andal.” (Wawancara 
tanggal 3 januari 2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 
suatu kebijakan tidak luput dari peran dan dukungan yang kuat dari masyarakat yang 
mempunyai hak yang sama dalam mewujudkan good governance. Maka dari itu 
prinsip dari good governance yaitu partisipasi masyarakat dan kesetaraan juga  dapat 
terpenuhi. 
Good governance tidak hanya sebagai sebuah tanggungjawab pemerintah atas 
amanah yang diberikan masyarakat akan sebuah tata kelola pemerintahan yang 
responsif, akuntabel dan dilandasi etika profesional dalam bekerja, melainkan 
pemerintah dituntut untuk bekerja dengan mengedepankan sikap jujur, 
bersih,transparan dan jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Saat ini 
perilaku KKN masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, apalagi perilaku 
tersebut sangat melekat pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan akuntansi 
berbasis akrual yang lebih menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan dan 
akuntabilitas kinerja diharapkan dapat menekan perilaku KKN bagi aparatur 
pemerintahan. Senada dengan hal tersebut Kepala Dinas PPKAD memberikan 
tanggapan terkait penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menekan perilaku KKN 
(oportunistik) dan mampu mewujudkan good governance, sebagai berikut 
pernyataannya : 
“Karena akrual yang sifatnya lebih transparan saya rasa itu mampu menekan 
perilaku KKN dan selagi berpedoman dengan aturan standar akuntansi 
pemerintah, peraturan bupati dan peraturan daerah ditambah apabila peraturan 
itu sudah dijalankan serta disesuaikan antara yang terjadi di lapangan dengan 
regulasi yang ada, maka good governance bisa terwujud.”(Wawancara 
tanggal 4 oktober 2016). 
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Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Adminstrasi Keuangan (Bidang 
Akuntansi dan Pembendaharaan) memberikan pernyataan sebagai berikut : 
“Saya rasa pernyataan itu tidak salah, karena pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan standar akuntansi berbasis akrual yang sifatnya transparan, 
perilaku oportunistik memang sangat dapat ditekan dan good governance 
dapat diwujudkan.” (Wawancara tanggal 3 oktober 2016). 
 
Pernyataan yang mendukung juga diberikan oleh Kasubag Keuangan Dinas 
PPKAD sebagai berikut : 
“Ya benar, apabila prosesnya sudah berjalan dengan sebaik-baiknya  sesuai 
siklus dan prosedur maka sangat kecil kemungkinan untuk aparat melakukan 
penyelewengan (korupsi), walaupun accrual basis bersifat transparan tetapi 
tergantung lagi dari potensi dan niat SDM yang bersangkutan. Apabila 
tindakan korup dapat ditekan dan kinerja aparatur telah sesuai pada 
prosedurnya maka pemerintahan yang baik itu dapat terwujud.” (Wawancara 
tanggal 6 oktober 2016). 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi berbasis akrual yang lebih menunjukkan transparansi pengelolaan 
keuangan dan akuntabilitas serta bekerja dengan patuh dan berpedoman tehadap 
aturan standar akuntansi pemerintah, peraturan bupati ,peraturan daerah, dan aturan-
aturan lainnya, maka perilaku KKN sangat dapat teratasi. Apabila hal tersebut dapat 
dijalankan dengan sebaik-baiknya maka sedapat mungkin good governance bisa 
terwujud. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan dan 
akuntabel serta terciptanya good governance atau iklim pemerintahan yang bersih 
dan jauh dari perilaku KKN, maka sesuai dengan stewardship theory, dimana 
steward atau pihak pemerintah selalu berfokus pada sasaran hasil yang ingin dicapai 
tanpa berusaha untuk lebih mementingkan dirinya sendiri melainkan bekerja untuk 
kepentingan publik dengan memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan 
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masyarakat kepadanya, sehingga pengelolaan sektor publik yang lebih responsif 
dapat berjalan optimal kedepannya sesuai dengan harapan kita bersama.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Evaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Bantaeng saat 
ini belum begitu efektif. Hal tersebut terkait kendala teknis dan kesiapan 
aparatur yang belum sepenuhnya paham dan menguasai SAP berbasis akrual. 
Namun, walaupun SAP berbasis akrual belum efektif diterapkan tetapi sudah 
membawa keuntungan bagi pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih 
menggambarkan secara akurat dan terperinci mengenai pencatatan mulai dari 
tahap penganggaran sampai pada pelaporan. Pelaporan berbasis akrual juga 
memungkinkan pengguna dapat mengidentiikasi posisi keuangan pemerintah 
yang sebenarnya. 
Tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual 
ditinjau dari komitmen pimpinan ialah Pemerintah dalam hal ini Bupati dan 
Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bantaeng telah menerima dan mendukung 
perubahan SAP berbasis akrual ditambah dengan adanya regulasi yang jelas 
yaitu sistem, posedur, dan kebijakan akuntansi yang telah ada serta Peraturan 
daerah dan Peraturan Bupati lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan. Sistem akuntansi dan IT  sudah tersedia dan telah dibuat Lab 
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Akuntansi serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual sudah memadai namun perlu dilakukan 
pembenahan kembali. Untuk mengantisipasi munculnya resistensi aparatur 
terhadap suatu perubahan, telah dilakukan sosialisasi sejak tahun 2012-2014 
untuk lebih memperkenalkan dan melatih penerapan SAP berbasis akrual. 
Tetapi ditinjau dari sumber daya manusia, staf di Dinas PPKAD belum 
sepenuhnya paham mengenai penerapan SAP berbasis akrual. Masih 
kurangnya jumlah SDM khusunya staf yang berlatar belakang pendidikan 
akuntansi dan kurangnya pelatihan secara berkala menjadi tantangan dalam 
penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD. 
2. Sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. Diterapkannya 
akuntansi berbasis akrual maka transparansi pengelolaan keuangan 
pemerintah jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan 
rinci alur dari setiap transaksi keuangan ditambah laporan keuangan yang 
dihasilkan mampu memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan 
akurat. Maka dari itu kompleksitas dan transparansi tersebut secara langsung 
mampu menujukkan akuntabilitas aparatur dalam bekerja. Terpenuhinya 
prinsip-prinsip good governance ditambah kepatuhan terhadap aturan-aturan 
yang ada maka mampu menekan perilaku KKN ditubuh pemerintah. Ketika 
hal tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya  maka sangat mungkin 
harapan kita akan tercapainya good governane bisa terwujud. 
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B. Implikasi Penelitian  
Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa masukan atas keterbatasan 
yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain : 
1. Pemahaman terhadap SAP berbasis akrual, diharapkan dapat memberikan 
tambahan pengetahuan dan masukan terkait penerapan SAP berbasis akrual 
agar kedepannya penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD dapat 
dijalankan dengan efektif dan maksimal demi terciptanya good governance.  
2. Kompleksitas penerapan SAP berbasis akrual, diharapkan dengan ini dapat 
dilakukan pengawasan yang serius agar mampu meminimalisir terjadinya 
kesalahan dalam penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD 
Kabupaten Bantaeng. 
3. Diharapkan dengan ini penelitian selanjutnya memperluas objek 
penelitiannya, tidak hanya melihat pada satu SKPD saja sehingga dapat 
diketahui secara lebih luas implikasi dari penerapan SAP berbasis akrual. 
 
C. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 
maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki 
ataupun menyempurnakan penerapan SAP berbasis akrual di Dinas PPKAD 
Kabupaten Bantaeng sehingga lebih membawa dampak baik bagi pengelolaan 
keuangan dalam mewujudkan good governane. Adapaun saran-saran yang dimaksud 
adalah : 
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1. Berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki 
dengan cara gencar memberikan sosialisai disertai pelatihan secara berkala 
kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar 
belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan agar 
implementasi SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal. 
2. Sistem serta sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis 
akrual di Dinas PPKAD lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar 
kesalahan terkait sistem dan aplikasi yang menunjang pelaporan bisa teratasi. 
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LAMPIRAN 1 
Hasil Wawancara 
Informan 1 
Nama : Drs. Muhammad Rasyid 
Jabatan :Kepala Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah     
(PPKAD) 
Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016 
Pukul        : 12:00 Wita 
Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual? 
Informan : 
Saya rasa perubahan ini merupakan suatu keharusan karena ini sudah peraturan 
dan sudah ada regulasi yang mengatur tentang perubahan standar akuntansi 
pemerintah ini. 
2. Bagaiamana tanggapan anda setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan : 
Akuntansi berbasis akrual ini memang membawa dampak baik bagi pengelolaan 
keuangan pemerintah karena mampu tergambar dengan akurat, walaupun memang 
masih diperoleh berbagai kendala terkait SDM dan IT pendukung. 
3. Apakah SAP berbasis akrual yang telah diterapkan sudah berjalan secara efektif? 
Informan : 
Belum sepenuhnya efektif karena dari segi kemampuan SDM dan penerapan 
aplikasi itu masih harus menyesuaikan karena SAP berbasis akrual ini merupakan 
standar baru jadi membutuhkan pembelajaran dulu. 
 
 
 
4. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi 
berbasis akrual? 
Komitmen dari pimpinan 
a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan 
Standar Akuntansi Pemerintah ini ? 
Informan : Ya mendukung karena itu sudah peraturan. 
b. Apakah sudah ada Perda terkait sistem, posedur, kebijakan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :Sudah ada, perda dan perbupnya mengenai sistem, prosedur 
pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi. 
Sumber daya manusia 
a. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan : Belum sepenuhnya 
b. Apakah sering dilakukan pelatihan terkait sistem akuntansi berbasis 
akrual ini? 
Informan : Pernah dilakukan namun tidak begitu sering 
c. Apakah latar belakang pendidikan staf berasal dari jurusan akuntansi? 
Informan : Hanya beberapa, tidak semua berlatar belakang pendidikan 
akuntansi 
Sistem akuntansi dan IT 
a. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan :  
Sejauh ini sudah memadai, Sistem kami disini sudah berbasis online 
mulai dari perencanaan-pelaporan. 
b. Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi informasi (aplikasi) 
untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan :  
 
 
Iya sudah ada dan kedepannya akan dibuat pula Lab akuntansi 
 
Resistensi terhadap perubahan 
a. Apakah sering dilakukan sosialisasi, mengingat resistensi yang terjadi 
terkait perubahan SAP ini,? 
Informan : Minimal setahun sekali 
 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan “ laporan keuangan berbasis 
akrual memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat”?  
Informan :Ya saya setuju dengan pernyataan ini karena accrual basis ini yang 
sifatnya komprehensif maka dari itu dapat lebih tergambar dengan akurat. 
6. Apakah harapan anda terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan 
optimal kedepannya ? 
Informan :  
Harapan kami untuk kedepannya agar SDM lebih diperhatikan pola pelatihannya 
termasuk dalam menguasai IT dan sosialisasi tentang SAP berbasis akrual ini agar 
gencar dilakukan. Disini juga diperluan peran dari lembaga pendidikan dalam 
pengembangan kualitas SDM. 
Good Governance 
7. Sejauh ini, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual membawa dampak baik 
bagi kinerja ataupun laporan keuangan yang dihasilkan ? 
Informan : Saya rasa berdampak baik 
8. Apakah dengan diterapkannya akuntansi berbsis akrual mampu meningkatkan 
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas aparatur pemerintah? 
Informan : Ya  
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan” akuntansi berbasis akrual 
mampu menekan perilaku oportunistik dan mampu mewujudkan good 
governance?  
 
 
Informan : Karena akrual yang sifatnya lebih transparan saya rasa itu mampu 
menekan perilaku KKN dan selagi berpedoman dengan aturan standar akuntansi 
pemerintah, peraturan bupati dan peraturan daerah ditambah apabila peraturan itu 
sudah dijalankan serta disesuaikan antara yang terjadi di lapangan dengan regulasi 
yang ada maka good governance bisa terwujud. 
Hasil Wawancara 
Informan 2 
Nama : Muhammad Idris, SE 
Jabatan  :Kepala Bidang Administrasi Keuangan (Bidang Akuntansi dan      
Pembendaharaan ) 
Tanggal : Senin, 3 Oktober 2016 
Pukul       : 10:30 Wita 
Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual? 
Informan :  
Sebelumnya SAP yang diterapkan ialah berbasis kas dan sekarang dirubah 
menjadi basis akrual, tetapi saat ini masih juga diterapkan basis kas untuk LRA, 
cuman basis akrual ini terdapat tambahan laporan keungan seperti LO dan disitu 
yang paling menggambarkan akrualnya yaitu pendapatan telah diakui walaupun 
uangnya belum diterima dan hal itu sangat penting bagi setiap organisasi 
khususnya dalam mempertanggungjwabkan pengelolaan keuangan. 
2. Bagaiamana tanggapan anda setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan :  
Mau tidak mau harus kita terapkan karena sudah aturannya bahwa 2015 laporan 
keuangannya harus SAP berbasis akrual. Keuntungan setelah menerapkan SAP 
akrual utamanya pada LO dan Neraca disitu sangat diperhatikan sehingga aset-
aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah betul-betul bisa tergambar 
 
 
khususnya pada neraca untuk aset dan kewajibannya termasuk kemampuan daerah 
yaitu ekuitasnya dapat terlihat disana. Sebelumnyakan piutang dan utang kurang 
begitu diperhatikan sehingga untuk kemampuan daerah, kami kurang mengetahui 
berapa besar kemampuan daerah yang sebenarnya karena neraca pada saat itu 
seakan-akan kurang begitu penting dengan tidak adanya LO tersebut. Adapaun 
LPE hanya untuk mengetahui alurnya dari mana kemana sehingga diperoleh hasil 
sekian, begitu juga dengan SAL semacam hanya untuk pengujian. 
3. Apakah SAP berbasis akrual yang telah diterapkan sudah berjalan secara efektif ? 
Informan :  
Sampai sekarang masih tahap pembelajaran terutama penerapan aplikasi masih 
tahap penyesuaian, bisa dikatakan belum 100% efektif karena masih banyak 
kesalahan-kesalahan yang mungkin belum bisa terbaca oleh aplikasi sementara 
kita harus melaksanakan aplikasi tersebut sedangkan kemampuan dan jumlah 
SDM kami masih kurang, jadi kami sangat mengharapkan dengan penerapan 
aplikasi tetapi sekarang aplikasi kami sudah tahap perbaikan-perbaikan. 
Penerapan accrual basis sudah dilaksanakan, namun Penerapan aplikasi masih 
harus dibantu dengan cara manual. 
4. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi 
berbasis akrual? 
Komitmen dari pimpinan 
a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan 
Standar Akuntansi Pemerintah ini ? 
Informan :  
Sangat mendukung, kalau dari kepala dinas sangat mendukung, bupati 
secara tidak langsung tentunya ikut mendukung juga karena pemerintah 
dalam hal ini kepala daerah tentunya sudah diberi pengarahan juga dari 
kementrian keuangan dalam hal penerapan SAP basis akrual dan saya 
yakin kepala daerah diseluruh Indonesia memahami betapa pentingnya 
pelaksaan standar akuntansi pemerintah ini. 
 
 
b. Apakah sudah ada Perda terkait sistem, posedur, kebijakan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :  
Sistem, posedur, kebijakan akuntansi berbasis akrual sudah ada, terdapat 
Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, 
selain itu peraturan bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan 
keuangan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pedoman 
pelaksanaan PP 71 saat ini berdasarkan permendagri 64 termasuk sistem, 
posedur, kebijakan akuntansi menjadi dasar pelaksanaan kami ditambah 
perda dan perbup serta peraturan-peraturan bupati lainnya yang 
berhubungan pengelolaan keuangan. 
Sumber daya manusia 
a. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan : 
Belum seluruhnya karena sebagian belum paham. 
b. Apakah sering dilakukan pelatihan terkait sistem akuntansi berbasis 
akrual ini? 
Informan : 
Baru-baru ini sudah dilaksanaan, minimal sekali dalam setahun 
c. Apakah latar belakang pendidikan staf berasal dari jurusan akuntansi? 
Informan : 
5 orang dari jurusan akuntansi dan yang lainnya hanya karena terbiasa 
sehingga bisa ikut membantu dan telah paham juga. 
Sistem akuntansi dan IT 
a. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
 
 
Telah lengkap karena sebelumnya telah dipersiapkan dan telah dibuat 
kontrak dengan pengembang dalam bentuk aplikasi kemudian 
dipersipkan pula sarana yang diperlukan yaitu komputer yang dibagi 
disetiap skpd karena sekarang sudah sistem online, misalnya skpd 
menginput untuk LRA bahwa telah terealisasi dan itu akan secara 
langsung terbaca disini (terkoneksi) 
b. Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi informasi (aplikasi) 
untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan : 
Iya sudah ada karena kami cari yang lebih bagus apalagi sekarang sudah 
akrual maka kami mencari yang lebih bagus lagi dari yang sebelumnya 
untuk lebih menunjang penerapan accrual basis ini. 
Resistensi terhadap perubahan 
a. Apakah sering dilakukan sosialisasi, mengingat resistensi yang terjadi 
terkait perubahan SAP ini,? 
Informan :  
Baru 2 kali,minimal sekali setahun. 
 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan “ laporan keuangan berbasis 
akrual memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat”?  
Informan : 
Ya benar, karena khususnya pada utang piutang dan penambahan nilai aset atau 
biaya-biaya yang dikapitalisasi ke aset. Ada tiga yang mencerminkan keakuratan 
yaitu pencatatan utang, piutang dan kapitalisasi aset. Sebelumnya di basis kas 
utang piutang tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan misalnya 
gedung yang kami persewakan sudah kami terima untuk 5 tahun dan kami sudah 
hitung penerimaan saat itu untuk 5 tahun tanpa adanya utang dan sekarang dengan 
adanya akrual kita sudah menghitung bahwa kita mempunyai piutang 4 tahun lagi 
jadi disitu lelak keakuratan dan keandalannya, begitu juga dengan biaya yang 
 
 
dikeluarkan untuk membiayai aset juga telah diperhitungkan berdasarkan 
kebijakan akuntansi. 
Bagaimana pengakuan pendapatan pada aset tempat wisata ? 
Informan : 
Melalui retribusi tempat wisata, pendapatan diakui setelah uangnya diterima dan 
itu termasuk kas basis. Jadi walaupun telah dikatakan akrual penuh namun masih 
ada diterapkan kas basis.  
6. Apakah harapan anda terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan 
optimal kedepannya ? 
Informan :  
Kedepannya agar kualitas SDM lebih ditingkatkan lagi  namun bukan cuman 
kualitas tetapi mengenai jumlah SDM agar lebih ditingkatkan pula.  
Good Governance 
7. Sejauh ini, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual membawa dampak baik 
bagi kinerja ataupun laporan keuangan yang dihasilkan ? 
Informan : Ya 
8. Apakah dengan diterapkannya akuntansi berbsis akrual mampu meningkatkan 
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas aparatur pemerintah? 
Informan :  
Ya dan hal itu juga sangat diharapkan. Mengenai transparansi, ini kan tergantung 
pada masing-masing individu Walaupun bukan akrual basis bila pelaksanaannya 
mengharuskan untuk transparan maka harus ditransparankan, namun memang 
dengan diterapkannya accrual basis ini juga sangat mampu meningkatkan 
transparansi karena walaupun ada yang ingin disembunyikan nantinya akan 
ketahuan juga karena tergambar dengan akurat. 
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan” akuntansi berbasis akrual 
mampu menekan perilaku oportunistik dan mampu mewujudkan good 
governance?  
Informan :   
 
 
Saya rasa pernyataan itu tidak salah, karena pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan standar akuntansi berbasis akrual yang sifatnya transparan, perilaku 
oportunistik memang sangat dapat ditekan dan goodgovernance dapat 
diwujudkan.  
Hasil Wawancara 
Informan 3 
Nama : Anugrawati, SE 
Jabatan : Kepala seksi akuntansi  
Tanggal : sabtu, 7 Oktober 2016 
Pukul        : 20:00 Wita 
Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual? 
Informan : 
Perubahan SAP ini merupakan keharusan bagi setiap pemerintah untuk 
menerapkannya dan saya rasa dikeluarkannya perubahan tersebut karena akan 
membawa dampak baik bagi pengelolaan keuangan pemerintah. Saat ini kami 
telah menerapkan secara penuh akuntansi berbasis akrual tersebut, tetapi untuk 
LRA sendiri kami masih menerapkan basis kas.  
2. Bagaiaman tanggapan anda setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan : 
Bagi saya basis akrual ini lebih baik karena dia menggambarkan secara rinci 
dibandingkan basis kas kemarin,tetapi mungkin penerapannya sedikit lebih rumit 
dan terdapat tambahan laporan keuangan. Basis kas kemarin hanya digunakan 4 
laporan keuangan dan sekarang terdapat 3 penambahan seperti laporan perubahan 
SAL, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. 
3. Apakah SAP berbasis akrual yang telah diterapkan sudah berjalan secara efektif? 
 
 
Informan : Belum begitu efketif karena dilihat dari segi kemampuan SDM belum 
begitu menguasai, namun kami dalam tahap penyesuaian. Dibutuhkan juga 
tambahan SDM terutama yang berlatar belakang ekonomi akuntansi. 
 
4. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi 
berbasis akrual? 
Komitmen dari pimpinan 
a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan 
Standar Akuntansi Pemerintah ini ? 
Informan : 
Ya sangat mendukung baik kepala dinas itu sendiri maupun bupati 
karena ini memang sudah peraturan bahwa mulai tahun 2015 pemerintah 
sudah harus menerapkan basis akrual ini. 
b. Apakah sudah ada Perda terkait sistem, posedur, kebijakan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan : 
Sudah ada, pedoman pelaksanaan PP 71 saat ini berdasarkan 
permendagri 64 terkait sistem, posedur dan kebijakan akuntansinya  
ditambah peraturan daerah dan peraturan bupati menayngkut pengelolaan 
keuangan daerah. 
Sumber daya manusia 
a. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan : Hanya sebagian belum sepenuhnya paham. 
b. Apakah sering dilakukan pelatihan terkait sistem akuntansi berbasis 
akrual ini? 
Informan : Setiap tahun dilakukan pelatihan namun tidak begitu sering. 
c. Apakah latar belakang pendidikan staf berasal dari jurusan akuntansi? 
Informan : tidak semua mungkin hanya beberapa orang. 
 
 
Sistem akuntansi dan IT 
a. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan :  
Sudah memadai tetapi masih ada yang perlu dibenahi.karena dari segi 
program sistemanya sudah berbasis online jadi terkadang terkendala 
jaringan. 
b. Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi informasi (aplikasi) 
untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan :  
Sudah ada dan kami akan melakukan pengembangan-pengembangan 
lagi. Kami juga telah membuat lab akuntansi untuk teknisnya nanti setiap 
skpd yang memperoleh masalah khusunya dibidang pelaporan bisa 
bergabung di lab tersebut jadi permasalahan tersebut akan dipecahkan 
bersama. 
Resistensi terhadap perubahan 
a. Apakah sering dilakukan sosialisasi, mengingat resistensi yang terjadi 
terkait perubahan SAP ini,? 
Informan : Sudah beberapa kali.  
 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan “ laporan keuangan berbasis 
akrual memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat”?  
Informan :   
Ya betul karena segala bentuk transaksi itu akan tergambar dengan jelas dan rinci. 
6. Apakah harapan anda terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan 
optimal kedepannya ? 
Informan :  
 
 
Harapan saya kedepannya SDM yang berkompeten dan berkualitas semakin 
ditingkatkan melalui pelatihan maupun lembaga pendidikan yaitu perguruan 
tinggi untuk memenuhi kebutuhn SDM dibidang akuntansi pemerintahan. 
Good Governance 
7. Sejauh ini, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual membawa dampak baik 
bagi kinerja ataupun laporan keuangan yang dihasilkan ? 
Informan :  
Ya, karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi.  
8. Apakah dengan diterapkannya akuntansi berbsis akrual mampu meningkatkan 
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas aparatur pemerintah? 
Informan : Ya betul  
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan” akuntansi berbasis akrual 
mampu menekan perilaku oportunistik dan mampu mewujudkan good 
governance?  
Informan :  
Ya saya setuju, selagi akrual basis itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan 
selalu patuh pada aturan yang ada maka perilaku korupsi itu pasti bisa teratasi dan 
kembali lagi dari kesadaran aparatur untuk senantiasa bersifat jujur sehingga 
sangat mungkin good governance itu bisa tercapai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 
Informan 4 
Nama : Bahruddin, SE 
Jabatan : Kasubag Keuangan Dinas PPKAD 
Tanggal : Jumat, 6 Oktober 2016 
Pukul        : 20:00 Wita 
Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual? 
Informan : 
Perubahan ini pastinya menimbulkan pro kontra apalagi perubahan ini adalah 
suatu perubahan standar jadi semua aparatur yang terlibat didalamnya harus 
paham dulu kemudian menyesuaikan, maka sangat dibutuhkan usaha keras.  
2. Bagaimana tanggapan anda setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan :  
Saya rasa akrual basis ini betul-betul menggambarkan secara lebih rinci mengenai 
pencatatan mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan. Walaupun peneriman 
masih dibendahara atau baru pada saat dianggrakan sudah dapat dakui, jadi 
semuanya bisa tergambar dengan jelas 
3. Apakah SAP berbasis akrual yang telah diterapkan sudah berjalan secara efektif? 
Informan :  
Saat ini penerapannya belum begitu efektif karena SDM belum seluruhnya 
menguasai terkait Permendagri 64. Kami juga saat ini masih tahap pembelajaran 
dan penyeuaian. 
4. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi 
berbasis akrual? 
 
 
 
Komitmen dari pimpinan 
a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan 
Standar Akuntansi Pemerintah ini ? 
Informan :  
Ya tentunya sangat mendukung baik dari Bupati maupun kepala dinas 
b. Apakah sudah ada Perda terkait sistem, posedur, kebijakan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :  
Ya sudah ada seperti Perbup yang sudah termasuk didalamnya mengenai 
siklus akuntansi itu sendiri. 
Sumber daya manusia 
a. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :  
Staf belum sepenuhnya paham dan menguasai karena mereka hanya 
bergantung pada program saja jadi untuk memahami ataupun mencari 
tahu mengenai bagaiman akrual basis tersebut secara rinci menjadi hal 
yang kurang begitu diperhatikan, namun kami sudah ada usaha untuk 
menuju kesana. 
b. Apakah sering dilakukan pelatihan terkait sistem akuntansi berbasis 
akrual ini? 
Informan :  
Dalam setahun mungkin sudah dilakukan sebanyak 3 kali 
c. Apakah latar belakang pendidikan staf berasal dari jurusan akuntansi? 
Informan :  
Hanya beberapa orang saja yang berlatar belakang akuntansi dan sebagian 
juga berasal jurusan ekonomi dan jurusan lain. 
 
 
 
 
Sistem akuntansi dan IT 
a. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan :  
Sudah lengkap tetapi aplikasi terkadang masih mengalami kesalahan 
b. Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi informasi (aplikasi) 
untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan : saya kurang mengetahui akan hal itu. 
Resistensi terhadap perubahan 
a. Apakah sering dilakukan sosialisasi, mengingat resistensi yang terjadi 
terkait perubahan SAP ini,? 
Informan :  
Sudah beberapa kali dilaksanakan. Mulai dari tahun 2012-2014 itu adalah 
tahap sosialisasi 
 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan “ laporan keuangan berbasis 
akrual memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat”? 
Informan :  
Saya setuju karena dari segi pencatatan akrual basis ini betu-betul lebih rinci 
mulai dari penganggaran sampai pada pelaporan.  
6. Apakah harapan anda terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan 
optimal kedepannya ? 
Informan :  
Harapan saya agar kompetensi SDM lebih ditingktkan lagi bukan hanya dari 
pemberian pelatihan tetapi SDM yang berlatar belakang akuntansi juga 
diperhatikan.  
Good Governance 
7. Sejauh ini, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual membawa dampak baik 
bagi kinerja ataupun laporan keuangan yang dihasilkan ? 
 
 
Informan :  
Ya, karena akrual basis yang komprehensif sehingga mampu menilai kinerja 
aparatur yang transparan dan bagi laporan keuangan memang menggambarkan 
keadaan keuangan yang sebenarnya.  
8. Apakah dengan diterapkannya akuntansi berbsis akrual mampu meningkatkan 
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas aparatur pemerintah? 
Informan :  
Ya, karena sifat akuntansi akrual yang rinci dan akurat sehingga tergambar secara 
transparan 
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan” akuntansi berbasis akrual 
mampu menekan perilaku oportunistik dan mampu mewujudkan good 
governance?  
Informan :  
Ya benar, apabila prosesnya sudah berjalan dengan sebaik-baiknya  sesuai siklus 
dan prosedur maka sangat kecil kemungkinan untuk aparat melakukan 
penyelewengan (korupsi) walaupun akrual basis bersifat transparan tetapi 
tergantung lagi dari potensi dan niat SDM yang bersangkutan. Apabila tindakan 
korup dapat ditekan dan kinerja aparatur telah sesuai pada prosedurnya maka, 
pemerintahan yang baik itu dapat terwujud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Wawancara 
Informan 5 
Nama : Vandy Fajrinsyah, SE 
Jabatan : staf  Bidang Administrasi Keuangan Seksi Akuntansi  
Tanggal : kamis, 6 Oktober 2016 
Pukul      : 09:50 Wita  
 
Akuntansi Berbasis Akrual : 
1. Bagaimana tanggapan anda tentang perubahan Standar Akuntansi Pemerintah 
(SAP), dari SAP berbasis kas ke SAP berbasis akrual? 
Informan :  
Sebenarnya SAP berbasis akrual lebih baik digunakan bagi pelaporan karena lebih 
terperinci sebab untuk pembebanan di laporan operasioanl dia sudah bagus 
contohnya seperti pendapatan diterima dimuka pada laporan operasional disitu 
telah dibebankan sebagai utang Pemda untuk perjanjian 5 tahun kedepan, jadi dari 
segi pelaporan pemda telah diketaui bahwa pemda mempunyai utang,modal dan 
aset karena sudah diauki di awal. 
2. Bagaiaman tanggapan anda setelah menerapkan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan :  
Tanggapan saya akrual itu bagus, namun ini merupakan standar dan peraturan 
baru jadi terkadang SDM yang lain masih kurang mengerti dan cenderung 
pesimis, padahal akrual ini lebih baik dan terperinci, namun karena merupakan 
standar baru jadi SDM masih belum paham mengenai pelaporan berbasis akrual. 
3. Apakah SAP berbasis akrual yang telah diterapkan sudah berjalan secara efektif? 
Informan :  
Penerapannya mungkin baru sekitar 80% karena dari pemahaman SDM mengenai 
akrual terkadang masih menyamakan basis kas dengan akrual. 
 
 
 
4. Apakah tantangan atau kendala yang dihadapi selama menerapkan akuntansi 
berbasis akrual? 
Komitmen dari pimpinan 
a. Apakah pimpinan telah sepenuhnya mendukung tentang perubahan 
Standar Akuntansi Pemerintah ini ? 
Informan : 
Ya harus mendukung karena sudah aturan bahwa tahun 2015 sesuai 
dengan SAP sudah wajib untuk diterapkan, jadi mau atau tidak pimpinan 
harus mendukung. 
Apakah seluruh pelaporannya sudah berbasis akrual penuh? 
Informan :  
Pelaporan kan mulai dari LRA, namun LRA masih berbasis kas tetapi 
LO sudah basis akrual, jadi mungkin belum bisa dikatakan sebagai akrual 
penuh karena LRA masih berbasis kas. 
b. Apakah sudah ada Perda terkait sistem, posedur, kebijakan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :  
Sudah ada, sistem, prosedur dan kebijakannya.  
Sumber daya manusia 
a. Apakah staf sudah sepenuhnya paham dengan penerapan akuntansi 
berbasis akrual ? 
Informan :Tidak semua 
b. Apakah sering dilakukan pelatihan terkait sistem akuntansi berbasis 
akrual ini? 
Informan : 
Ia, baru-baru ini diadakan pelatihan selama tujuh hari dan yang dilatih 
ialah bagian pengelolaan keuangan serta bendahara pengeluaran dan 
penerimaan yang berfokus pada pelaporan dan bagaimana cara membaca 
 
 
laporan berbasis akrual. pelatihan juga sudah dilaksanakan mulai dari 
tahun 2014 jadi bisa dikatakan pelatihannya diadakan setiap tahun. 
c. Apakah latar belakang pendidikan staf berasal dari jurusan akuntansi? 
Informan : 
Rata-rata berlatar belakang ekonomi, baik dari akuntansi, manajemen 
keuangan dan walaupun berasal dari SMK tetapi dari jurusan akuntansi 
juga. 
Sistem akuntansi dan IT 
a. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang 
penerapan SAP berbasis akrual ? 
Informan : 
Sarananya belum lengkap 100% tetapi sudah dalam tahap pembenahan, 
walaupun perangkatnya sudah ada tetapi bila programnya belum 
sempurna maka tidak efektif pelaksanaannya. 
b. Apakah sudah ada pengembangan dari segi teknologi informasi (aplikasi) 
untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual ? 
Informan : 
Ya, dari tahun kemarin kami sudah mempunyai sistem yang mendukung 
basis akrual tetapi kami masih kembangkan dan melengkapi hal-hal yang 
belum tersedia pada sistem. Telah dibuat juga lab akuntansi karena setiap 
skpd mempunyai masalah masing-masing, jadi pada lab akuntansi 
nantinya akan dipecahkan masalah-masalah yang dihadapi mulai dari 
penganggaran, pertanggungajawab sampai pelaporan akan dibahas 
disana. 
Resistensi terhadap perubahan 
a. Apakah sering dilakukan sosialisasi, mengingat resistensi yang terjadi 
terkait perubahan SAP ini,? 
Informan : 
 
 
Sosialisasinya sudah dari tahun-tahun kemarin. Namun, penerapannya 
baru pada tahun 2015. Sama halnya dengan pelatihan akuntansi akrual itu 
sudah dilaksanakan 2 tahun kemrin, cuman terdapat persiapan dalan 
penyusunan laporan akrual jadi pelaporanya baru ditahun 2015. 
Sosialisasinya dengan langsung tatap muka dalam suatu pertemuan 
 
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan “ laporan keuangan berbasis 
akrual memberikan informasi keuangan yang lebih andal dan akurat”?  
Informan : 
Ya, karena memang pelaporan akrual mencerminkan gambaran keuangan yang 
lebih akurat seperti kemampuan daerah tergambar lebih jelas. Terkadang ada 
penerimaan yang belum disetor itu belum termasuk penerimaan  di laporan, 
karena kemarin di basis kas untuk penerimaan baru diakui setelah masuk di kas 
daerah, tetapi di basis akrual, walaupun penerimaan masih ditangan bendahara 
tetapi sudah bisa diakui. Pada basis akrual baru pada saat dianggarkan suda bisa 
diakui misalnya dari segi belanja sudah bisa diakui sebagai utang daerah (pemda), 
pendapatan ialah utang skpd ke pemda kalau dari segi penerimaannya. Jadi bisa 
dikatakan dari segi pelaporannya akrual lebih bagus. Bagaiamana pengakuan aset 
untuk aset tempat wisata? 
Informan : 
Aset berhubungan pada saat perencanaan atau pengadaannya sedangkan tempat 
wisata berhubungan dengan penerimaannya, jadi terpisah antara aset dengan 
tempat wisatanya 
Terdapat argument diluar sana yang mengatakan bahwa basis akrual tidak sesua 
diterapkan di sektor publik karena perbedaan tujuan dan karakter ekonomi anatara 
sektor publik dan swasta, bagaiana tanggapan anda terkait hal itu? 
Informan :  
 
 
Menurut saya, sebenarnya yang membedakan haya dari segi pelaporan, pertama 
dari jumlah laporannya,transparansinya dan pengakuanya, jadi tidak ada kendala 
ataupun batasan bahwa akrual ini tidak bisa diterapkan pada sektor publik. 
6. Apakah harapan anda terkait penerapan SAP berbasis akrual agar dapat berjalan 
optimal kedepannya ? 
Informan : 
Harus dimulai dari kualitas SDM terutama dari bidang pengelolaan keuangan dan 
bendahara harus betul-betul memahami akrual, selanjutnya dari segi perangkat, 
sistem karena sebagai penunjang bagi sistem pelaporan kedepannya.  
Good Governance 
7. Sejauh ini, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual membawa dampak baik 
bagi kinerja ataupun laporan keuangan yang dihasilkan ? 
Informan : 
Ya, karena pada laporan keuangan lebih terperinci atau lebih terurai mulai dari 
penganggaran sampai pertanggungjawaban. 
8. Apakah dengan diterapkannya akuntansi berbsis akrual mampu meningkatkan 
transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas aparatur pemerintah? 
Informan : 
Ya memang, akuntansi berbasis akrual lebih transparan dan juga berdampak pada 
akuntanbilitas pemerintah  
9. Bagaimana tanggapan anda terhadap pernyataan” akuntansi berbasis akrual 
mampu menekan perilaku oportunistik dan mampu mewujudkan good 
governance?  
Informan : 
Ya betul, sebab akrual lebih terperinci jadi sulit untuk dilakukan penyelewangan 
atau KKN karena akrual lebih teruraikan mulai dari penganggaran sampai 
pertanggungjawaban harus sesuai dengan aturannya. 
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Kantor Dinas PPKAD Kabupaten Bantaeng 
 
   
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK 
TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 
 
No. Uraian 
Anggaran setelah 
Realisasi 2015 % Realisasi 2014 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
     
PENDAPATAN 818.631.057.071,76 833.659.287.901,80 101,84 624.129.081.006,32 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 49.811.344.927,13 43.800.069.887,36 87,93 43.384.987.346,49 
~  Pendapatan  Pajak Daerah 
~  Pendapatan  Retribusi Daerah 
~  Pendapatan  Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 
~  Lain - lain PAD yang sah 
7.004.475.558,00 
31.722.128.000,00 
5.090.901.349,13 
5.993.840.020,00 
7.405.930.730,00 
22.298.434.589,00 
5.090.901.349,13 
9.004.803.219,23 
105,73 
70,29 
100,00 
150,23 
7.933.482.959,00 
25.559.190.524,00 
4.378.740.685,00 
5.513.573.178,49 
PENDAPATAN TRANSFER 757.864.662.444,63 747.871.891.620,44 98,68 579.301.881.259,83 
TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 627.065.423.235,00 622.234.570.284,00 99,23 493.410.937.313,00 
~  Dana Bagi Hasil Pajak 
~  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
~  Dana Alokasi Umum 
~  Dana Alokasi Khusus 
17.261.106.301,00 
2.601.975.934,00 
444.919.431.000,00 
162.282.910.000,00 
13.189.984.050,00 
1.840.245.234,00 
444.919.431.000,00 
162.284.910.000,00 
76,41 
70,72 
100,00 
100,00 
18.691.568.740,00 
2.860.547.573,00 
424.570.861.000,00 
47.287.960.000,00 
TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 90.060.742.000,00 90.060.742.000,00 100,00 52.973.326.000,00 
~  Dana Otonomi Khusus 
~  Dana Penyesuaian 
- 
90.060.742.000,00 
- 
90.060.742.000,00 
 
100,00 
- 
52.973.326.000,00 
TRANSFER  PEMERINTAH PROVINSI 40.738.497.209,63 35.576.579.336,44 87,33 32.917.617.946,83 
~  Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 
~  Pendapatan  Bagi Hasil Lainnya 
21.693.271.304,00 
19.045.225.905,63 
26.585.372.136,44 
8.991.207.200,00 
122,55 21.079.064.146,83 
11.838.553.800,00 
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 10.955.049.700,00 41.987.326.394,00 383,27 1.442.212.400,00 
~  Pendapatan  Hibah 
~  Pendapatan  Dana Darurat 
~  Pendapatan  Lainnya 
5.853.740.300,00 
- 
5.101.309.400,00 
37.463.980.522,00 
- 
4.523.345.872,00 
640,00 
 
 
88,67 
1.442.212.400,00 
 
 
- 
BELANJA 785.823.327.251,76 766.352.350.536,71 97,52 607.293.480.468,36 
BELANJA  OPERASI 662.198.152.504,76 648.532.887.698,29 97,94 482.362.096.732,36 
~  Belanja Pegawai 
~  Belanja Barang 
~  Bunga 
~  Subsidi 
~  Hibah 
~  Bantuan Sosial 
341.422.096.355,76 
315.274.642.065,00 
56.414.084,00 
- 
4.575.000.000,00 
870.000.000,00 
322.723.279.081,00 
320.345.067.394,00 
30.541.223,29 
- 
4.565.000.000,00 
869.000.000,00 
94,52 
101,61 
54,14 
 
 
99,78 
99,89 
296.216.062.280,00 
176.540.515.070,00 
76.943.634,36 
 
 
7.442.529.376,00 
2.086.046.372,00 
BELANJA  MODAL 122.905.174.747,00 117.536.238.038,42 95,63 123.776.367.299,00 
~  Belanja Tanah 
~  Belanja Peralatan dan Mesin 
~  Belanja Gedung dan Bangunan 
~  Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
~  Belanja Aset Tetap Lainnya 
~  Belanja Aset Lainnya 
2.236.500.000,00 
29.060.136.098,00 
69.186.742.344,00 
22.238.302.150,00 
183.494.155,00 
- 
1.509.051.600,00 
29.142.725.247,42 
63.653.733.579,00 
21.013.328.973,00 
2.217.398.639,00 
- 
67,47 
100,28 
92,00 
94,49 
1.208,43 
5.730.308.500,00 
21.471.114.900,00 
34.612.964.704,00 
61.185.719.184,00 
776.260.011,00 
BELANJA  TAK TERDUGA 720.000.000,00 283.224.800,00 39,34 1.155.016.437,00 
~  Belanja Tak Terduga 720.000.000,00 283.224.800,00 39,34 1.155.016.437,00 
TRANSFER 40.358.832.182,00 39.859.814.125,00 98,76 15.338.017.506,00 
TRANSFER  BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA 1.375.323.406,00 1.073.406.040,00 78,05 15.338.017.506,00 
~  Bagi Hasil Pajak 
~  Bagi Hasil Retribusi 
~  Bagi Hasil Pendapatan  Lainnya 
1.375.323.406,00 
- 
- 
1.073.406.040,00 78,05 15.338.017.506,00 
- 
- 
TRANSFER  BANTUAN KEUANGAN 38.983.508.776,00 38.786.408.085,00 99,49 - 
~  Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya 
~  Bantuan Keuangan lainnya 
- 
38.983.508.776,00 
-  
99,49 
 
38.786.408.085,00 
 
SURPLUS/DEFISIT (7.551.102.362,00) 27.447.123.240,09 (363,48) 1.497.583.031,96 
     
 60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
PEMBIAYAAN     
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.723.428.531,00 8.413.721.959,15  7.088.465.096,00 
~  Penggunaan SILPA 
~  Pencairan Dana Cadangan 
~  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
~  Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah  Pusat 
~  Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah  Daerah Lainnya 
~  Penerimaan  Kembali Pinjaman kepada Perusahaan  Negara 
~  Penerimaan  Kembali Pinjaman kepada Perusahaan  Daerah 
~  Penerimaan  Kembali Pinjaman kepada Pemerintah  Daerah Lainnya 
~  Penerimaan  Kembali Investasi Proyek Pembangunan Penerimaan 
~  Penerimaan  kembali pemberian pinjaman piutang daerah 
7.723.428.531,00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
8.413.721.959,15 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
108,94 7.088.465.096,00 
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 172.326.169,00 86.163.084,40  172.326.168,81 
~  Pembentukan Dana Cadangan 
~  Penyertaan  Modal Pemerintah  Daerah 
~  Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah  Pusat 
~  Pemberian  Pinjaman Kepada Perusahaan  Negara 
~  Pemberian  Pinjaman Kepada Perusahaan  Daerah 
~  Pemberian  Pinjaman kepada Pemerintah  Daerah Lainnya 
- 
- 
172.326.169,00 
- 
- 
- 
- 
- 
86.163.084,40 
- 
- 
- 
 
 
50,00 
 
 
172.326.168,81 
PEMBIAYAAN NETTO (91 + 101) 7.551.102.362,00 8.327.558.874,75 110,28 6.916.138.927,19 
     
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 35.774.682.114,84 #DIV/0! 8.413.721.959,15 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 
 
No Uraian 2015 2014 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
   
 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL 8.413.721.959,15 - 
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan 
Tahun Berjalan 
 
(8.413.721.959,15) 
 
- 
 Sub Total (1+2) - - 
 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA) 
 
35.774.682.114,84 
 
- 
 Sub Total (3+4) 35.774.682.114,84 - 
 
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
 
Lain-Lain 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7) 35.774.682.114,84 8.413.721.959,15 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
NERACA 
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 
 
No Uraian 2015 2014 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
59 
60 
   
ASET 1.688.086.375.328,56 1.588.183.544.486,08 
ASET LANCAR 56.813.761.761,96 20.051.272.026,50 
Kas di Kas Daerah 
Kas di Bendahara Pengeluaran 
Kas di Bendahara Penerimaan 
Kas di Bendahara Kapitasi JKN 
Kas di Bendahara BOS 
Investasi Jangka Pendek 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Piutang Bagi Hasil 
Penyisihan Piutang 
Belanja Dibayar Dimuka 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya 
Persediaan 
8.684.431.453,06 
2.800,00 
353.455.345,00 
77.225.820,00 
13.000.000,00 
33.000.000.000,00 
3.027.173.748,23 
203.250.000,00 
6.691.591.759,00 
(1.142.510.935,33) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
276.298.274,00 
5.629.843.498,00 
11.948.056.431,15 
27.511.539,00 
56.469.941,00 
197.706.198,00 
- 
- 
2.537.825.181,23 
34.000.000,00 
- 
- 
73.848.000,00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
261.825.774,00 
4.914.028.962,12 
INVESTASI JANGKA PANJANG 17.143.271.344,18 15.753.126.220,58 
Investasi Nonpermanen 706.655.042,00 2.060.088.924,00 
Pinjaman Jangka Panjang 
Investasi dalam Surat Utang Negara 
Investasi dalam Proyek Pembangunan 
Investasi Nonpermanen Lainnya (Piutang Dana Bergulir) - Net 
- 
- 
- 
706.655.042,00 
- 
- 
- 
2.060.088.924,00 
Investasi Permanen 16.436.616.302,18 13.693.037.296,58 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Investasi Permanen Lainnya 
16.436.616.302,18 
- 
13.693.037.296,58 
- 
ASET TETAP 1.559.259.013.640,42 1.491.259.499.945,00 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan 
272.803.954.571,00 
196.098.104.911,42 
458.440.978.360,00 
905.270.731.976,00 
11.132.662.268,00 
59.687.034.599,00 
(344.174.453.045,00) 
99.040.694.498,00 
194.709.680.941,00 
340.758.391.316,00 
833.491.207.368,00 
22.874.255.822,00 
385.270.000,00 
- 
DANA CADANGAN - - 
Dana Cadangan - - 
ASET LAINNYA 54.870.328.582,00 61.119.646.294,00 
Tagihan Penjualan Angsuran 
Tuntutan Ganti Rugi 
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 
Aset Tak Berwujud - Net 
Aset Lain-lain 
- 
- 
- 
1.659.670.810,00 
53.210.657.772,00 
- 
- 
- 
2.030.196.025,00 
59.089.450.269,00 
 61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
79 
80 
81 
82 
KEWAJIBAN 18.699.085.171,13 13.960.321.738,89 
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 18.526.759.002,93 13.615.669.401,89 
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Utang Bunga 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Utang Belanja 
Utang Jangka Pendek Lainnya 
- 
6.353.433.303,22 
25.776.945,91 
258.489.253,40 
500.394.649,00 
11.386.557.736,00 
2.107.115,40 
- 
5.610.134.409,00 
7.761.857,85 
172.326.169,00 
- 
- 
7.825.446.966,04 
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 172.326.168,20 344.652.337,00 
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 
Utang Dalam Negeri - Obligasi 
Premium (Diskonto) Obligasi 
Utang Jangka Panjang Lainnya 
- 
- 
- 
172.326.168,20 
- 
- 
- 
344.652.337,00 
EKUITAS 1.669.387.290.157,43 1.574.223.222.747,19 
Ekuitas 1.669.387.290.157,43 1.574.223.222.747,19 
KEWAJBAN + EKUITAS 1.688.086.375.328,56 1.588.183.544.486,08 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 
 
NO. Uraian 2015 2014 Kenaikan/Penurunan % 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
 
32 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
 
39 
 
40 
 
41 
 
42 
 
43 
 
44 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 
 
49 
 
50 
 
51 
 
52 
 
53 
     
PENDAPATAN 841.008.322.776,80 - - - 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 44.457.513.003,36 - - - 
Pendapatan  Pajak Daerah 
 
Pendapatan  Retribusi Daerah 
 
Pendapatan  Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan 
 
Lain - lain PAD yang sah 
7.895.279.297,00 
 
22.467.684.589,00 
 
5.090.901.349,13 
 
9.003.647.768,23 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
PENDAPATAN TRANSFER 754.563.483.379,44 - - - 
TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 622.234.570.284,00 - - - 
Dana Bagi Hasil Pajak 
 
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
 
Dana Alokasi Umum 
 
Dana Alokasi Khusus 
13.189.984.050,00 
 
1.840.245.234,00 
 
444.919.431.000,00 
 
162.284.910.000,00 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
TRANSFER  PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 90.060.742.000,00 - - - 
Dana Otonomi Khusus 
 
Dana Penyesuaian 
- 
 
90.060.742.000,00 
  - 
 
- 
 
- 
TRANSFER  PEMERINTAH PROVINSI 42.268.171.095,44 - - - 
Pendapatan  Bagi Hasil Pajak 
 
Pendapatan  Bagi Hasil Lainnya 
33.276.963.895,44 
 
8.991.207.200,00 
  - 
 
- 
 
- 
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH 41.987.326.394,00 - - - 
Pendapatan  Hibah 
Pendapatan  Dana Darurat 
Pendapatan  Lainnya 
37.463.980.522,00 
 
- 
 
4.523.345.872,00 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
BEBAN 690.390.369.993,05 - - - 
BEBAN OPERASI 690.390.369.993,05 - - - 
Beban Pegawai 
Beban Persediaan 
Beban Jasa 
Beban Pemeliharaan 
Beban Perjalanan  Dinas 
Beban Bunga 
Beban Subsidi 
 
Beban Hibah 
 
Beban Bantuan Sosial 
Beban Penyusutan 
Beban Amortisasi 
Beban Penyisihan  Piutang 
 
Beban Lain-lain 
322.890.061.526,00 
 
71.448.886.022,12 
 
122.331.147.678,00 
 
96.122.631.918,00 
 
38.129.241.289,00 
 
30.541.223,29 
 
- 
 
4.565.000.000,00 
 
869.000.000,00 
 
32.557.937.796,31 
 
303.411.605,00 
 
1.142.510.935,33 
 
- 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
BEBAN TRANSFER 39.859.814.125,00 - - - 
Beban transfer Bagi Hasil Pajak 
 
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan  Lainnya 
 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah  Daerah lainnya 
 
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 
 
Beban Transfer Keuangan Lainnya 
- 
 
- 
 
- 
 
39.602.518.533,00 
 
257.295.592,00 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  OPERASI 110.758.138.658,76 - - - 
    - 
Surplus Non Operasional - - - - 
 54 
 
55 
 
56 
 
57 
 
58 
 
59 
 
60 
 
61 
 
62 
 
63 
 
64 
 
65 
 
66 
 
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
72 
 
73 
Surplus Penjualan Aset Non Lancar 
 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
 
Surplus dari kegiatan Non Operasional  Lainnya 
- 
 
- 
 
- 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
Defisit Non Operasional - - - - 
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 
 
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
 
Defisit dari kegiatan Non Operasional  Lainnya 
- 
 
- 
 
- 
  - 
 
- 
 
- 
 
- 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN  NON OPERASI - - - - 
    - 
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM  POS LUAR BIASA 110.758.138.658,76 - - - 
    - 
Pos Luar Biasa 
 
Pendapatan Luar biasa 
(283.224.800,00) 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
Pendapatan  Luar Bias -   - 
 
- 
Beban Luar Biasa 283.224.800,00 - - - 
Beban Luar Biasa 283.224.800,00 - - - 
SURPLUS  / DEFISIT - LO 110.474.913.858,76 - - - 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
LAPORAN ARUS KAS 
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 dan 2014 
Metode Langsung 
 
NO Uraian 2015 2014 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
   
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 140.236.463.361,51 125.076.244.132,96 
Arus Masuk kas 797.407.518.062,80 622.093.763.413,32 
Penerimaan Pajak Daerah 
Penerimaan Retribusi Daerah 
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
Penerimaan Dana Alokasi Umum 
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 
Penerimaan Dana Otonomi Khusus 
Penerimaan Dana Penyesuaian 
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 
Bantuan Keuangan dari Provinsi 
Penerimaan Hibah 
Penerimaan Dana Darurat 
Penerimaan Lainnya 
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 
7.405.930.730,00 
21.944.979.244,00 
5.090.901.349,13 
8.447.233.219,23 
13.189.984.050,00 
- 
1.840.245.234,00 
444.919.431.000,00 
162.284.910.000,00 
- 
90.060.742.000,00 
26.585.372.136,44 
8.991.207.200,00 
- 
6.634.581.900,00 
- 
12.000.000,00 
- 
 
 
657.171.054.701,29 
319.715.347.481,00 
291.848.127.072,00 
30.541.223,29 
- 
4.565.000.000,00 
869.000.000,00 
- 
283.224.800,00 
- 
1.073.406.040,00 
- 
- 
38.786.408.085,00 
7.933.482.959,00 
25.559.190.524,00 
4.378.740.685,00 
3.478.255.585,49 
18.691.568.740,00 
2.860.547.573,00 
- 
424.570.861.000,00 
47.287.960.000,00 
- 
52.973.326.000,00 
21.079.064.146,83 
- 
11.838.553.800,00 
1.442.212.400,00 
- 
- 
- 
Arus Keluar Kas 497.017.519.280,36 
Pembayaran Pegawai 
Pembayaran Barang 
Pembayran Bunga 
Pembayaran Subsidi 
Pembayaran Hibah 
Pembayaran Bantuan Sosial 
Pembayaran Bantuan Keuangan 
Pembayaran Tak Terduga 
Pembayaran Transfer 
Pembayaran Bagi Hasil Pajak 
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 
Pembayaran Bantuan Keuangan 
296.216.062.280,00 
174.702.903.675,00 
76.943.634,36 
- 
7.442.529.376,00 
2.086.046.372,00 
- 
1.155.016.437,00 
15.338.017.506,00 
- 
- 
- 
- 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (113.035.315.088,42) (123.776.367.299,00) 
Arus Masuk Kas 557.570.000,00 - 
Pencairan Dana Cadangan 
Penjualan atas Tanah 
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 
Penjualan atas Jalan,Irigasi dan Jaringan 
Penjualan Aset Tetap 
Penjualan Aset Lainnya 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 
- 
- 
515.070.000,00 
42.500.000,00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
Arus Keluar Kas 113.592.885.088,42 123.776.367.299,00 
Pembentukan Dana Cadangan 
Perolehan Tanah 
Perolehan Peralatan Dan Mesin 
Perolehan Gedung dan Bangunan 
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Perolehan Aset Tetap Lainnya 
Perolehan Aset Lainnya 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 
- 
1.509.051.600,00 
27.256.284.781,42 
63.653.733.579,00 
21.013.328.973,00 
160.486.155,00 
- 
- 
- 
- 
5.730.308.500,00 
21.471.114.900,00 
34.612.964.704,00 
61.185.719.184,00 
776.260.011,00 
- 
- 
- 
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (86.163.084,40) (138.448.388,81) 
Arus Masuk Kas - 61.264.319,00 
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 
Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya 
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.264.319,00 
Arus Keluar Kas 86.163.084,40 199.712.707,81 
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 
Saldo Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran Berjalan 
Pembayaran Pokok Pinjaman D.Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 
Pembayaran Pokok Pinjaman D.Negeri - Lembaga Keuangan Bank 
Pembayaran Pokok Pinjaman D.Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank 
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 
- 
- 
- 
- 
86.163.084,40 
- 
- 
- 
- 
- 
172.326.168,81 
27.386.539,00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2.593.881.094,22 3.759.427.209,00 
Arus Masuk Kas 51.695.245.813,22 27.171.726.537,00 
Penerimaan dari Bendahara SKPD atas Saldo Kas TA Sebelumnya 
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Penerimaan Dana Kapitasi 
 
 
51.695.245.813,22 
- 
3.759.427.209,00 
23.412.299.328,00 
Arus Keluar Kas 49.101.364.719,00 23.412.299.328,00 
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 49.101.364.719,00 23.412.299.328,00 
Kenaikan/Penurunan  Kas 
Saldo Awal Kas di BUD 
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran 
Saldo Akhir Kas di BUD 
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran 
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 
Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN 
Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi Dana BOS 
Saldo Akhir Kas 
29.708.866.282,91 
11.948.056.431,15 
27.511.539,00 
- 
 
 
41.684.434.253,06 
353.455.345,00 
77.225.820,00 
13.000.000,00 
42.128.115.418,06 
4.920.855.654,15 
7.027.200.777,00 
- 
11.948.056.431,15 
27.511.539,00 
11.975.567.970,15 
56.469.941,00 
197.706.198,00 
- 
12.229.744.109,15 
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 
 
No Uraian 2015 2014 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
   
 
 
EKUITAS AWAL 
 
1.574.223.222.747,19 
 
- 
 
SURPLUS / DEFISIT - LO 
 
283.224.800,00 
 
- 
  
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN MENDASAR : 
 
116.094.770.150,18 
 
- 
 
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 
SELISIH REVALUASI ASET TETAP 
LAIN-LAIN 
 
- 
 
 
 
116.094.770.150,18 
 
- 
 
 
EKUITAS AKHIR 
 
1.690.601.217.697,37 
 
1.574.223.222.747,19 
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